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ABSTRAK

IMPLEMENTASI URBAN FARMING DI KOTA BANDAR
LAMPUNG

Oleh
Nedia Sawaya

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah perkotaan menuntut adanya
kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada
pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kota Bandar Lampung
mengembangkan program Urban Farming sebagai strategi penguatan ketahanan
pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi Urban Farming di Kota Bandar Lampung serta
tantangan yang memengaruhinya dengan menggunakan model implementasi
kebijakan Jan Merse. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat menjadi faktor kunci
keberhasilan program, yang tercermin dari partisipasi aktif warga dalam
pembentukan kelompok, penyediaan lahan secara swadaya, dan kontribusi tenaga.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada
aspek pembagian potensi dan isi kebijakan, di mana alokasi anggaran rutin masih
terbatas, pendampingan teknis belum merata, serta koordinasi antarinstansi yang
masih bersifat parsial. Selain itu, informasi kebijakan lebih menekankan pada
substansi kegiatan dibandingkan sosialisasi identitas program secara formal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan urban farming sangat bergantung
pada kekuatan kohesi internal kelompok masyarakat dan sinergi yang konsisten
antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal untuk menjamin keberlanjutan
program.

Kata Kunci: Pertanian Perkotaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat,
Ruang Terbuka Hijau, Bandar Lampung.



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF URBAN FARMING IN BANDAR
LAMPUNG CITY

By
Nedia Sawaya

Efforts to meet food security in urban areas demand policies that are not only
production-oriented but also focused on community empowerment and self-
reliance. The Bandar Lampung City Government has developed the Urban Farming
program as a strategy to strengthen food security while simultaneously enhancing
community welfare. This study aims to analyze the implementation of Urban
Farming in Bandar Lampung City and the challenges affecting it, utilizing Jan
Merse's policy implementation model. The research method employed is descriptive
qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and
documentation. The results indicate that community support is a key factor in the
program's success, as reflected by the active participation of citizens in group
formation, independent land provision, and labor contributions. Nevertheless,
policy implementation still faces challenges regarding the distribution of potential
and policy content, where routine budget allocations remain limited, technical
assistance is not evenly distributed, and inter-agency coordination is still partial.
Furthermore, policy information emphasizes the substance of activities rather than
formal socialization of the program'’s identity. This study concludes that the success
of urban farming depends heavily on the strength of internal cohesion within
community groups and consistent synergy between the local government and local
communities to ensure program sustainability.

Keywords: Urban Farming, Food Security, Community Empowerment, Green Open
Space, Bandar Lampung.
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karena selalu berusaha untuk terus belajar setiap hari. So proud of u telah
sampai di tahap ini dan tidak berhenti berjuang. I hope all the struggles you
have gone through will lead to truly satisfying results in the future. May the

future you dream of come true.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Nedia Sawaya
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya urbanisasi telah memberikan tekanan
besar terhadap daya dukung lingkungan serta membawa dampak signifikan
terhadap tata ruang kota, khususnya pada ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH)
di kawasan perkotaan (Sinaga dkk, 2025). Urbanisasi merupakan salah satu
karakteristik utama dari pembangunan sosial dan ekonomi global di abad ke-21.
Isitilah ini merujuk pada pergeseran populasi dari wilayah perdesaan ke perkotaan.
Proses ini memicu pertumbuhan kota yang pesat serta menyebabkan perubahan
struktural pada pemanfaatan lahan dan tatanan sosial (Wahyudi, 2024). Menurut
Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), diperkirakan pada tahun 2035, persentase

penduduk urban di Indonesia akan mencapai 66,6 persen.

@ Penduduk yang Tinggal di Wilayah Urban [ Penduduk yang Tinggal di Wilayah Rural
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Gambar 1. Persentase Jumlah Penduduk yang Tinggal di Wilayah Urban Indonesia.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024



Berdasarkan gambar 1, rata-rata perubahan persentase jumlah penduduk yang
tinggal di wilayah urban di Indonesia pada 2010-2035 adalah 3,36 persen.
Perubahan persentase terbesar terjadi pada tahun 2010-2015 sebesar 3,5 persen,
sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2030-2035 yaitu 3,2 persen. Hal ini juga
sejalan dengan laporan World Bank yang menyatakan bahwa laju urbanisasi di
Indonesia yang awalnya cepat, saat ini berada pada tahap normal dan pada tahun
2045 diprediksi bahwa 70 persen dari masyarakat Indonesia akan tinggal di wilayah
kota. Sementara itu, sebesar 57 persen dari populasi masyarakat kota di Indonesia
saat ini tinggal di wilayah metropolitan, dan selebihnya (43 persen) tinggal di luar
wilayah metropolitan.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di wilayah urban
saat ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah pedesaan (rural). Meskipun
urbanisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, laju yang tak
terkendali ini secara langsung menciptakan tekanan hebat terhadap daya dukung
lingkungan perkotaan. Salah satu dampak paling krusial adalah konversi lahan
pertanian produktif menjadi kawasan terbangun seperti pemukiman, industri, dan
infrastruktur. Fenomena ini secara sistematis menggerus ketersediaan RTH dan
pada gilirannya melahirkan kerentanan baru, yaitu ancaman terhadap ketahanan dan

kemandirian pangan kota.

Kota-kota di Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi yang
cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya alih fungsi lahan hijau
menjadi kawasan terbangun, serta diperburuk dengan pola perkembangan kota yang
cenderung melebar atau urban sprawl. Kota Bandar Lampung sendiri menjadi salah
satu contoh dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yang pada

akhirnya mendorong perkembangan kota secara meluas (Fran, 2022).

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung

Tahun Jumlah Penduduk Kepadatan
Penduduk Per km?
2020 1.166.066 5913
2021 1.184.949 6.008
2022 1.209.937 6.135
2023 1.100.109 5.986
2024 1.077.664 5.864

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung



Berdasarkan tabel 1, Data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, adanya tren
peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2022, yang puncaknya
mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa dengan tingkat kepadatan di atas 6.100 jiwa per
km?. Peningkatan ini mengindikasikan adanya laju pertumbuhan penduduk yang
memberikan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan dan ketersediaan
lahan di kota. Namun demikian, perlu dicermati adanya penurunan angka yang
signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun terjadi penyesuaian data pada dua
tahun terakhir, angka kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung yang konsisten
berada di atas 5.800 jiwa per km? menegaskan statusnya sebagai kawasan urban

yang sangat padat.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk ini memiliki implikasi langsung terhadap
meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, yang seringkali mengorbankan lahan
hijau dan pertanian untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman dan komersial.
Akibat dari tekanan kependudukan ini adalah semakin menyempitnya ketersediaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota. Kenyataan ini diperkuat oleh data dari
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2021-2041, yang
menunjukkan proporsi RTH publik di kota ini hanya sekitar 4% dari total luas
wilayah. Angka ini sangat jauh dari amanat Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan RTH, yang
mewajibkan kota memiliki RTH minimal 30%, terdiri dari 20% RTH publik dan
10% RTH privat. Kondisi minimnya RTH dan lahan alami di kawasan perkotaan
ini tidak hanya berdampak pada terganggunya fungsi ekologis, tetapi juga secara

langsung melemahkan ketahanan pangan kota.

Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan yang terjadi di Bandar Lampung sangat
mengancam ketahanan pangan. Kondisi ini diperparah oleh maraknya alih fungsi
lahan atau konversi lahan yang mengubah fungsi lahan pertanian menjadi area
nonpertanian. Berbagai bentuk pembangunan tersebut menyebabkan semakin
menyusutnya wilayah pertanian di kota, yang berdampak langsung pada
ketersediaan serta stabilitas pangan di wilayah sekitarnya. Menurut data hasil pra-
riset pada tanggal 24 Juli 2025 bersama Bapak Erwin selaku Kepala Dinas
Pertanian 2025, luas lahan pertanian Kota Bandar Lampung hanya sebesar 466,8

hektare yang tersebar di 10 kecamatan, dengan konsentrasi utama di Kecamatan



Rajabasa, Tanjung Senang, dan Sukarame, sementara kecamatan lain rata-rata
hanya memiliki 2-3 hektare. Tren penyusutan lahan produktif ini dapat dilihat lebih

rinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung

Jenis Lahan Luas Panen (Hektar)

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lahan Sawah 648,31 625,1 623,1 500,9 443,74 469,68
Lahan Pertanian 4.439 4.385,9 4.317,9 3.974,1 3.882,26 3.824,48

Bukan Sawah

Lahan Bukan 14.634, 14.711 14.781 15.247 15.396 15.427,84
Pertanian 49
Jumlah 19.722 19.722 19.722 19.722 19.722 19.722

Sumber: Data Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat adanya tren alih fungsi lahan yang signifikan di
Kota Bandar Lampung selama periode 2019-2024. Luas lahan sawah sebagai area
pertanian paling produktif mengalami penyusutan konsisten setiap tahunnya,
berkurang secara drastis dari 648,31 hektare pada 2019 menjadi 469,68 hektare
pada 2024. Sebaliknya, luas lahan bukan pertanian menunjukkan peningkatan yang
terus-menerus, bertambah dari 14.634,49 hektare menjadi 15.427,84 hektare pada
periode yang sama. Data ini mengkonfirmasi bahwa tekanan urbanisasi telah
menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, yang memperkuat

urgensi penerapan program urban farming sebagai strategi mitigasi.

Ketahanan pangan adalah isu mendasar yang mendapat perhatian serius, baik secara
kebijakan maupun praktis, yang berkaitan langsung dengan kemampuan suatu
negara untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi
seluruh penduduknya (Salasa, A. R. 2021). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, secara eksplisit mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Amanat ini
menjadi tantangan yang semakin besar seiring dengan laju urbanisasi yang pesat di
Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung. Urbanisasi ini memicu alih fungsi
lahan pertanian menjadi non-pertanian, yang pada akhirnya meningkatkan

ketergantungan kota pada pasokan pangan dari luar wilayah. Ketergantungan yang



tinggi ini membuat masyarakat perkotaan rentan terhadap gejolak harga dan
gangguan distribusi, sehingga berisiko mengalami kerawanan pangan (Adetya,

2024).

Urban farming, atau pertanian perkotaan, muncul sebagai respons nyata terhadap
keterbatasan lahan dan ancaman kerawanan pangan di perkotaan. Kegiatan ini
didefinisikan sebagai bentuk budidaya pertanian dalam pengertian yang luas, yang
memanfaatkan lahan sempit dan tidak terpakai, seperti pekarangan rumah, atap
bangunan, atau vertikal garden (Gea dkk, 2025). Program ini terbukti mampu
mengoptimalkan lahan yang ada untuk menghasilkan bahan makanan segar, yang
berdampak pada peningkatan ketahanan pangan keluarga sekaligus perbaikan

kualitas lingkungan (Natalia dkk, 2025).

Di Kota Bandar Lampung, di mana tekanan pembangunan dan pertumbuhan
penduduk terus meningkat, urban farming memiliki arti penting sebagai strategi
untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar wilayah. Pelaksanaannya
mencakup berbagai metode yang sesuai dengan kondisi kota, seperti hidroponik
dan aquaponik, yang menunjukkan kesiapan kota untuk mengadopsi inovasi
pertanian ini (Adetya, 2024). Oleh karena itu, adopsi inovasi dan metode pertanian
lahan sempit ini menjadi keharusan, mengingat keterbatasan lahan di perkotaan
merupakan tantangan yang menuntut pemanfaatan sumber daya secara efisien demi
kemandirian pangan (Afriyanni, G., & Amri, K. 2024). Menanggapi tantangan
tersebut, program urban farming di Bandar Lampung adalah inisiatif pemerintah
kota yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah-rumah sebagai

lahan pertanian (Saputra, 2024).

Berdasarkan hasil pra-riset wawancara pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Ari Astiti
selaku penyuluh dari dinas pertanian, implementasi urban farming ini melibatkan
aktor pemerintah (seperti Dinas Pertanian dan BAPPERIDA) serta aktor non-
pemerintah yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Komunitas/Yayasan terkait.
Untuk mendukung keberhasilannya, pemerintah meluncurkan serangkaian program
terstruktur, mulai dari fasilitasi bibit, peningkatan kapasitas individu melalui
"Mantap Bu Tani", penguatan kelembagaan lewat "Pelangi Pagiku", hingga

mendorong kemandirian melalui model Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S).



Proses implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor menuntut adanya
sinergi dan koordinasi antarpihak demi menyalurkan sumber daya secara tepat dan

memastikan program mencapai tujuannya di tingkat komunitas.

Fenomena implementasi program urban farming yang melibatkan banyak pihak
dan menuntut sinergi antar-elemen pelaksana menunjukkan bahwa keberhasilan
kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi juga sangat
bergantung pada pelaksanaannya di lapangan (Elvaretta dkk, 2024). Karena itu,
diperlukan kerangka analisis yang menyeluruh untuk mengkaji dimensi-dimensi
penting yang memengaruhi tercapainya tujuan program urban farming di Kota
Bandar Lampung secara optimal. Untuk menganalisis fenomena implementasi
kebijakan urban farming ini, penelitian ini secara spesifik menggunakan Model
Implementasi Kebijakan Publik yang dikembangkan oleh Jan Merse (dalam Kadji,
2015).

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2015) terdapat empat indikator utama yang saling
terkait dalam model ini yaitu Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan
Pembagian Potensi. Model Merse memberikan gambaran bagi peneliti untuk tidak
hanya melihat output kebijakan, tetapi juga untuk mengkaji dinamika internal yang
memengaruhi pelaksana (Dinas Pertanian) dan penerima manfaat (KWT) dalam
proses transisi dari rencana menjadi aksi nyata. Dengan demikian, setiap hambatan
yang terjadi di lapangan dapat diidentifikasi secara sistematis berdasarkan dimensi-

dimensi fundamental dari implementasi kebijakan.

Penekanan pada dua faktor utama, yakni Informasi (Komunikasi) dan Isi Kebijakan
(Substansi), menjadi aspek mendasar dalam pelaksanaan program urban farming.
Menurut Amelia, S., & Nawangsari, E. R. (2021), faktor informasi berperan penting
dalam menentukan efektivitas sosialisasi kepada Kelompok Wanita Tani, di mana
pemahaman mengenai teknis budidaya, prosedur operasional, dan sistem pelaporan
perlu disampaikan secara terbuka dan berkelanjutan. Apabila kedua faktor tersebut
substansi kebijakan yang memadai dan komunikasi yang jelas tidak berjalan dengan
baik, maka implementasi program berisiko mengalami salah tafsir, penolakan dari

masyarakat, serta menghambat keberlanjutan urban farming di tingkat komunitas.



Selain itu, Model Jan Merse juga menyoroti dua faktor penting lainnya, yaitu
Dukungan Masyarakat (Partisipasi) dan Pembagian Potensi (Koordinasi Sumber
Daya) sebagai penentu keberlanjutan program wurban farming di Kota Bandar
Lampung. Dukungan masyarakat tercermin dari tingkat keterlibatan Kelompok
Wanita Tani (KWT) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
program, yang menunjukkan rasa memiliki terhadap inisiatif tersebut. Sementara
itu, Pembagian Potensi menggambarkan efektivitas koordinasi antara Dinas
Pertanian dan para pemangku kepentingan dalam pendistribusian sumber daya
seperti bibit, sarana, dan tenaga penyuluh secara merata dan tepat waktu. Melalui
analisis terhadap keempat dimensi dalam model Jan Merse, penelitian ini berupaya
mengidentifikasi secara menyeluruh kesenjangan antara kebijakan ideal yang

dirumuskan pemerintah dengan realitas implementasi di lapangan.

Meskipun program urban farming telah diluncurkan dan didukung pemerintah,
implementasinya di lapangan seringkali belum berjalan optimal karena menghadapi
kendala teknis dan manajerial. Kajian implementasi kebijakan serupa di Kota
Semarang menemukan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi yang belum
konsisten antar elemen pelaksana, kebutuhan sumber daya seperti media tanam
yang belum terpenuhi, hingga struktur organisasi birokrasi dapat menghambat
pelaksanaan program (Maulana et al., 2022). Temuan lain di Kota Surabaya juga
menegaskan bahwa ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana
merupakan unsur penting yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah

implementasi kebijakan publik (Wulandari, S., & Tukiman, T. 2023).

Penelitian oleh Islami, Budiarti, & Makalew (2025), di Kota Bogor menunjukkan
bahwa keberadaan pertanian perkotaan dapat membantu memenuhi kebutuhan
pangan lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan tepat
(Islami, Budiarti, & Makalew, 2025). Lebih lanjut, penelitian mengenai keterlibatan
masyarakat di Jakarta Timur menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial menjadi
penentu utama dalam keberlanjutan kegiatan urban farming (Novia dkk, 2024). Hal
ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di perkotaan tidak
hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh respons, partisipasi, dan

keberlanjutan dukungan dari kelompok sasaran.



Di sisi lain, kompleksitas implementasi multi-aktor ini menyimpan risiko terjadinya
kegagalan kebijakan (policy failure) apabila sinkronisasi peran dan komunikasi
terhambat di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kerangka hukum,
dukungan teknologi, dan integrasi konsep dalam perencanaan pembangunan lemah,
keberlanjutan urban farming akan terancam (Pratio dkk, 2024). Adanya potensi
tantangan implementasi ini di Kota Bandar Lampung, yang melibatkan Dinas
Pertanian dan KWT, menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan
yang ideal dengan realisasi implementasi di lapangan yang sangat dipengaruhi oleh
unsur pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting
untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan urban farming
di Kota Bandar Lampung, guna mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat tercapainya tujuan program secara optimal.
Analisis ini diperlukan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan yang didasarkan
pada temuan implementasi nyata. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis
mengangkat penelitian skripsi berjudul, “Implementasi Urban Farming di Kota

Bandar Lampung.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis
menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi urban farming di Kota Bandar Lampung?

2. Apa saja tantangan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan wurban

farming?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis
menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi urban farming di Kota
Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tantangan yang memengaruhi

pelaksanaan kebijakan urban farming.



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penulis juga

merumuskan manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

1.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam
bidang ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi
kebijakan publik, kolaborasi aktor, dan kebijakan urban farming.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan
pemahaman tentang faktor-faktor penentu keberhasilan dan kendala
pelaksanaan kebijakan berbasis komunitas di sektor pertanian perkotaan
(Urban Farming), terutama melalui penerapan Model Implementasi
Kebijakan khususnya menurut Jan Merse.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang
ingin mengkaji isu yang sama di wilayah lain, atau yang ingin

mengembangkan lebih lanjut model analisis implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi
Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas Pertanian dan instansi
terkait lainnya, dalam merumuskan dan mengevaluasi strategi implementasi
kebijakan urban farming secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan
dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan program wurban farming di
lapangan, sehingga dapat meningkatkan dampak ekonomi, sosial, dan

ekologis bagi masyarakat perkotaan.

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi Kelompok

Wanita Tani (KWT), penyuluh pertanian, dan stakeholder lokal lainnya
dalam memahami peran masing-masing dan memperkuat koordinasi antar

aktor untuk mencapai tujuan program secara optimal.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam

kepada peneliti tentang penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Penelitian

terdahulu juga menjadi acuan bagi peneliti untuk lebih fokus kepada permasalahan

yang dihadapi berdasarkan referensi penelitian lain. Berdasarkan judul penelitian

tentang "Implementasi Urban Farming di Kota Bandar Lampung", maka peneliti

memilih sepuluh jenis penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik

penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Nama, Tahun dan Hasil Penelitian Keterbatasan
Judul Penelitian

1 Islami, S. A., Penerapan pertanian perkotaan di Kota Penelitian ini
Budiarti, T., & Bogor secara umum dinilai baik oleh menggunakan  analisis
Makalew, A. D. N. kelompok tani, dengan nilai indeks deskriptif = berdasarkan
(2025). Kajian 0,80. Implementasi umumnya persepsi (indeks Likert),
Implementasi dan dilakukan pada luas lahan yang terbatas, bukan model
Manfaat Pertanian dengan komoditas utama berupa implementasi kebijakan
Perkotaan pada sayuran. Kendala yang dihadapi yang terstruktur. Belum

Kelompok Tani di
Kota Bogor. Jurnal
Penyuluhan, 21(01
), 74-90.

kelompok tani tergolong sedang (indeks
nilai 0,53), namun konsep dasarnya
diarahkan untuk optimasi pemanfaatan
lahan  terbuka dan  mendukung
ketahanan pangan serta ekonomi rumah

tangga.

menganalisis secara

mendalam  bagaimana
faktor Isi Kebijakan dan
Pembagian Potensi (Jan

Merse) secara simultan

merespons kendala
regulasi lahan  dan
pemenuhan sarana di
wilayah Bandar

Lampung.
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No Nama, Tahun dan Judul Hasil Penelitian Keterbatasan
Penelitian
2  SYAHRUL, M. (2025). Implementasi kebijakan wurban Penelitian ini berfokus pada
IMPLEMENTASI farming di Kota Magelang belum pendekatan yuridis empiris
KEBIJAKAN URBAN berjalan dengan baik, terutama dan sistem hukum (Meriam),
FARMING TERHADAP dilihat dari variabel Komunikasi, bukan Model Implementasi
OPTIMASI Sumber Daya, dan Disposisi. Kebijakan (Jan Merse) yang
PEMANFAATAN RUANG Kendala yang muncul meliputi fokus pada input (Informasi,
DI KOTA MAGELANG. belum tersedianya sumber daya Isi Kebijakan, Dukungan) dan
yang merata, minimnya partisipasi proses (Pembagian Potensi).
masyarakat, dan isu keberlanjutan Penelitian ini belum menguji
kebijakan. Peraturan Walikota secara spesifik bagaimana
yang ada belum sepenuhnya Dukungan Masyarakat (Non-
berhasil menggerakkan Fisik)  secara  partisipatif
implementasi di lapangan. memengaruhi implementasi di
Bandar Lampung.
Pada tahap Komunikasi,
penyampaian substansi hukum
(Perwal) sudah dilakukan melalui
sosialisasi, namun informasi yang
diterima  masyarakat  belum
efektif, yang berakibat pada
lambatnya implementasi. Oleh
karena itu, Pemerintah Daerah
telah  berupaya  merumuskan
strategi  peningkatan  optimasi
melalui  pelatihan, sosialisasi,
monitoring, dan pengembangan
program untuk mendorong
pembudayaan urban farming.
3 Oktarina, S., Purnaningsih, Hasilnya menunjukkan bahwa Penelitian ini fokus pada aspek

N., & Hapsari, D. R. (2023).
Praktik Urban Farming bagi
Wanita Tani untuk
Ketahanan Pangan Keluarga
di Masa Pandemi. Jurnal
Penyuluhan, 19(02), 356-

367.

praktik wurban farming marak
dilakukan oleh Kelompok Wanita
Tani (KWT) di Kabupaten Bogor

pada masa pandemi untuk

menunjang ketahanan pangan
keluarga. Keberhasilan didorong
oleh KWT

inisiatif dalam

pemberdayaan, motivasi, dan

praktk KWT di masa

pandemi. Belum menguji
faktor-faktor implementasi
kebijakan  publik  secara

formal, terutama dimensi Isi

Kebijakan dan  Informasi
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No

Nama, Tahun dan Judul

Penelitian

Hasil Penelitian

Keterbatasan

memanfaatkan pekarangan secara
optimal dan kesadaran internal

akan pentingnya sayuran sehat.

Dampak utama praktik wurban
farming adalah menumbuhkan

kesadaran pentingnya sayuran

sehat, optimalisasi lahan, dan

meningkatkan ketahanan pangan
keluarga. Peran KWT sangat
sentral sebagai agen penyebar
informasi dan pelaksana teknis di
tingkat akar

rumput  (aspek

Dukungan  Masyarakat Non-
Fisik), menunjukkan pentingnya

aktor kunci di luar pemerintah.

kebijakan dari perspektif Jan

Merse  sebagai  kerangka
utama, yang diperlukan untuk

konteks Bandar Lampung.

Maulana, R. A., Warsono,
H., Astuti, R. S., & Afrizal,
T. (2022). Urban farming:

Program pemanfaatan
lingkungan untuk
pengembangan  pertanian
perkotaan di Kota

Semarang. Perspektif, 11(4),
1329-1335.

Penelitian ini menemukan bahwa
implementasi  belum  berjalan
dengan baik dan belum optimal.
Program belum mencapai aspek

kesesuaian antara pelaksana dan

pengguna, mengindikasikan
adanya inkonsistensi pada dimensi
Komunikasi dan Disposisi
pelaksana di lapangan.

urban farming bertujuan untuk
mengurangi kemiskinan,
meningkatkan keterampilan
masyarakat, dan sebagai strategi
ketahanan pangan di tengah
keterbatasan lahan. Namun, tujuan
tersebut belum tercapai secara
optimal karena masalah Sumber
Daya yang kurang merata dan

inkonsistensi  informasi

yang

disalurkan.

Penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif kualitatif
cenderung hanya

kendala.

yang
mendeskripsikan
Belum

menguji secara

terstruktur dimensi Isi
Kebijakan (kejelasan
prosedur)  dan

Masyarakat (Fisik). Model Jan

Dukungan

Merse dengan fokus pada

Pembagian Potensi  sangat

dibutuhkan untuk membedah
kendala

sumber daya di

Bandar Lampung.
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No Nama, Tahun dan Judul Hasil Penelitian Keterbatasan
Penelitian

5 Zulfatunasuroh (2022) Mengkaji bentuk dan tahapan Penelitian ini fokus pada
berjudul, Partisipasi  partisipasi masyarakat dalam Model Partisipasi Masyarakat
Masyarakat dalam Kegiatan kegiatan wurban farming yang dankomunikasi dalam konteks
Urban Farming Melalui diinisiasi oleh KWT Cempaka. Community Development.
Kelompok Wanita Tani Menggunakan teori partisipasidari Belum menganalisis faktor Isi
Cempaka Kelurahan Keith Davis dan Yadav, hasil Kebijakan (kejelasan
Rorotan, Jakarta Utara. penelitian menunjukkan bahwa prosedur) dan Pembagian

partisipasi masyarakat terwujud Potensi (ketersediaan
dalam berbagai bentuk, meliputi anggaran/sarana pemerintah)
sumbangan  pikiran,  tenaga, secara formal melalui
keahlian, barang, dan uang. Proses kerangka Model Jan Merse di
partisipasi ini berlangsung dalam Bandar Lampung.

empat tahapan, yaitu pengambilan

keputusan, pelaksanaan kegiatan,

pemantauan dan evaluasi, serta

pemanfaatan hasil.

6  Fajaroh, 1., Murdiyanto, E., Implementasi wurban farming Penelitian ini fokus pada
& Budiarto, B. (2022). sukses didukung oleh proses proses Pemberdayaan dan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat yang Peran  Aktor. Meskipun
Melalui Urban Farming sistematis. Prosesnya dimulai menyentuh aspek partisipasi,
Oleh Kelompok Wanita Tani dengan perencanaan partisipatif penelitian ini tidak
Srikandi Kapanewon Depok yang melibatkan masyarakat, menggunakan model
Kabupaten Sleman. Jurnal tokoh, dan KWT. Hal ini sangat implementasi kebijakan publik
Dinamika Sosial penting dalam membangun modal seperti Jan Merse.
Ekonomi, 23(1), 57-71. sosial dan memastikan program Keterbatasan ada pada

selaras dengan kebutuhan lokal minimnya analisis formal
(aspek Dukungan Masyarakat terhadap faktor Informasi dan
Non-Fisik). Isi Kebijakan yang menjadi
Tahapan penyadaran, input dalam kerangka
pengkapasitasan, dan pendayaan implementasi di = Bandar
yang sistematis berkontribusi Lampung.
besar pada kemandirian
masyarakat dan keberlanjutan
program, yang merupakan inti dari
keberhasilan implementasi.

7  Siti Ainun Rahman (2018) Implementasi program wurban Penelitian ini fokus pada aspek

berjudul, Implementasi

farming di Makassar bertujuan

tata ruang dan lingkungan
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No

Nama, Tahun dan Judul

Penelitian

Hasil Penelitian

Keterbatasan

Program Urban Farming di
Kawasan Permukiman
dalam Peningkatan
Persentase Ruang Terbuka

Hijau di Kota Makassar.

utama untuk peningkatan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) dan
persentase lahan hijau di kawasan
permukiman. Hasilnya
menunjukkan adanya peningkatan
RTH di beberapa titik pilot project,
namun implementasi ini sangat
bergantung pada komitmen kepala
daerah dan dukungan anggaran.

Ditemukan bahwa peran serta
masyarakat (aspek Dukungan
Masyarakat Non-Fisik) adalah
kunci utama dalam pemeliharaan
RTH yang dibentuk melalui urban
farming. Namun, keberlanjutan
program ini masih dipertanyakan
setelah bantuan sarana fisik awal
telah habis, mengindikasikan

kelemahan pada  Pembagian

Potensi jangka panjang.

hidup. Keterbatasannya adalah
tidak menganalisis fenomena
implementasi kebijakan dari
sudut pandang administrasi
publik, melainkan agribisnis
dan environmental

management.

Amelia, S., & Nawangsari,
E. R. (2021). Implementasi
Program “Urban Farming”
Sebagai Upaya Pemenuhan
Kebutuhan Pangan Pada
Masa Pandemi Covid-19
(Studi Di Kelurahan Jeruk
Kecamatan Lakarsantri Kota
Surabaya). Jurnal
Governansi, 7(2), 121-130.

Implementasi  program  urban
Kelurahan Jeruk,

berhasil

farming di
Surabaya, karena
didukung oleh Tujuan dan Standar
Kebijakan yang jelas serta
Disposisi Pelaksana yang tinggi
dan responsif di tengah krisis
pandemi. Model Van Meter dan
Van Horn digunakan untuk
menganalisis keberhasilan ini.

Kualitas hubungan antarorganisasi
yang baik (koordinasi cepat antar
Dinas) menjadi faktor penting
yang mempercepat Pembagian
Potensi sumber daya. Kejelasan
Kebijakan

Tujuan (aspek Isi

Penelitian menggunakan

Model Van Meter dan Van
Horn, yang berbeda dengan
Jan Merse. Model tersebut

belum secara eksplisit

memisahkan faktor Isi
Kebijakan dari Tujuan dan
Standar atau membedah secara
rinci aspek Pembagian Potensi

berkelanjutan  (Jan

yang
Merse). Analisis model Jan
untuk

Merse  diperlukan

menguji  konteks  Bandar

Lampung.
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No Nama, Tahun dan Judul Hasil Penelitian Keterbatasan
Penelitian
Kebijakan) juga memudahkan
pelaksana dalam  menentukan
prioritas tindakan dan penyebaran
Informasi  kepada masyarakat
secara sederhana.

9  Setyaningrum, S. D., Ati, N. Pelaksanaan  program  wurban Penelitian ini merupakan studi
U., & Suyeno, S. (2021). farming di Kota Malang bertujuan kasus di Malang dengan fokus
Implementasi Program utama meningkatkan kualitas pada peningkatan kualitas
Urban  Farming Dalam hidup masyarakat perkotaan, hidup. Belum membedah
Meningkatkan Kualitas khususnya dalam hal pemenuhan secara komprehensif faktor
Hidup Masyarakat kebutuhan pangan, meningkatkan Dukungan Masyarakat (Fisik)
Perkotaan (Studi pada Dinas ekonomi, dan  kesejahteraan terkait isu  lahan  dan
Ketahanan Pangan dan keluarga. Program ini juga Pembagian Potensi
Pertanian Kota berhasil memotivasi masyarakat (pendanaan berkelanjutan)
Malang). Respon untuk  membentuk  kelompok yang menjadi masalah krusial
Publik, 15(4), 75-82. pertanian agar menjadi lebih di Bandar Lampung.

mandiri dan maju.

Masalah pergeseran lahan
pertanian akibat pembangunan
infrastruktur menjadi latar
belakang utama perlunya program
urban farming. Faktor pendukung
dan penghambat menjadi fokus,
dengan peneckanan pada
penyediaan sarana dan prasarana
(aspek Pembagian Potensi) yang
memadai agar program dapat tepat
sasaran dan berkelanjutan.

10 Suryani, S., Nurjasmi, R., & Penelitian ini mendeskripsikan Penelitian ini sangat fokus
Fitri, R. (2020). pentingnya pemanfaatan lahan pada aspek teknis budidaya
Pemanfaatan lahan sempit terbatas  (pekarangan) untuk dan  pemanfaatan  lahan.
perkotaan untuk pertanian, yang bertujuan Keterbatasannya adalah tidak
kemandirian pangan mewujudkan kemandirian pangan menganalisis fenomena
keluarga. Jurnal Ilmiah keluarga. Praktik wrban farming implementasi kebijakan dari

Respati, 11(2), 93-102.

yang dikembangkan saat ini

sudut pandang administrasi
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No Nama, Tahun dan Judul Hasil Penelitian Keterbatasan
Penelitian
terbatas pada sayuran, publik, melainkan
hortikultura, tanaman hias, dan agroteknologi. Oleh karena itu,
tanaman obat yang disesuaikan faktor Informasi, Isi
dengan ketersediaan lahan. Kebijakan, Dukungan

Masyarakat, dan Pembagian

Ditekankan bahwa perubahan Potensi (Jan Merse) belum
penggunaan  lahan  perkotaan teruji dalam konteks kebijakan
memerlukan kebijakan Bandar Lampung.

pengendalian untuk mewujudkan

kemandirian pangan. Metode

budidaya seperti vertikultur sangat
efektif untuk lahan sempit, namun
keberhasilannya sangat

bergantung pada  penyediaan

Informasi tepat  dan

yang
Potensi

fisik

Pembagian berupa

bantuan  sarana

yang

memadai di awal program.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dapat
disimpulkan bahwa penelitian mengenai Kegiatan urban farming di Indonesia telah
diterapkan secara luas dengan berbagai tujuan dan pendekatan, seperti dampak
terhadap ketahanan pangan, pemanfaatan lahan sempit, peran Kelompok Wanita
Tani, dan aspek tata ruang. Sebagian besar penelitian berhasil menunjukkan bahwa
urban farming memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pangan,
ekonomi rumah tangga, dan kesadaran lingkungan. Namun, kajian-kajian tersebut
memiliki kecenderungan untuk berfokus pada level komunitas/operasional
(bottom-up) dan analisis teknis deskriptif, alih-alih pada bagaimana Pemerintah

Daerah mengimplementasikan kebijakan secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Meskipun beberapa penelitian telah menggunakan model formal seperti Van Meter
dan Van Horn hasilnya masih belum mampu sepenuhnya menggambarkan

kerumitan persoalan keberlanjutan. Masalah mendasar seperti ketimpangan sumber



17

daya atau pembagian potensi, serta lemahnya regulasi atau isi kebijakan, terus
muncul sebagai hambatan utama. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara
perencanaan di tingkat atas dan kondisi riil pelaksana di lapangan. Akibatnya,
analisis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya belum mampu

menggabungkan seluruh dimensi implementasi kebijakan publik secara terpadu.

Kondisi tersebut secara jelas mengarahkan pada adanya Kesenjangan Penelitian
(Research Gap) yang mendesak, terutama dalam aspek teoritis dan empiris. Secara
teoretis, ditemukan ketidakpaduan dalam analisis implementasi Model
implementasi klasik yang digunakan peneliti terdahulu (seperti di Semarang,
Surabaya, atau Magelang) terbukti tidak memadai untuk menyatukan masalah
regulasi (Isi Kebijakan) dengan masalah alokasi sumber daya yang berkelanjutan
(Pembagian Potensi). Model-model tersebut cenderung memisahkan empat pilar
implementasi sehingga gagal merumuskan rekomendasi yang terintegrasi. Oleh
karena itu, kebaruan (novelty) dan kontribusi teoretis penelitian ini adalah menguji
efektivitas Model Implementasi Kebijakan Jan Merse yang bersifat menyeluruh.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis
secara mendalam (in-depth) bagaimana setiap pilar Jan Merse berinteraksi
misalnya, apakah kejelasan Isi Kebijakan menjamin konsistensi Pembagian Potensi

sehingga menghasilkan gambaran implementasi yang komprehensif.

Selain itu, terdapat kekosongan empiris yang signifikan pada konteks lokasi. Riset
terdahulu terpusat di kota-kota besar di Jawa dan Makassar, sementara studi
implementasi kebijakan urban farming secara spesifik dan mendalam di Kota
Bandar Lampung masih sangat minim ditemukan dalam literatur ilmiah. Sebagai
Ibu Kota Provinsi, Bandar Lampung memiliki dinamika urbanisasi dan tekanan alih
fungsi lahan yang unik, sehingga masalah Dukungan Masyarakat Fisik (lahan)
menjadi sangat penting. Kekosongan data ini menjadikan penelitian ini sangat
urgen. Riset ini akan mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana
Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons isu tersebut melalui Isi Kebijakan
dan bagaimana Pembagian Potensi dialokasikan secara adaptif untuk karakteristik

wilayah setempat.
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2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Menurut Thomas (1981, dalam Subianto, A. 2020), kebijakan publik dipahami
sebagai segala bentuk pilihan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan fungsi dan kewenangannya, baik pilihan tersebut diwujudkan
dalam bentuk tindakan nyata maupun dalam bentuk keputusan untuk tidak
melakukan suatu tindakan tertentu. Pemaknaan ini menegaskan bahwa
kebijakan publik tidak selalu harus hadir dalam bentuk program, proyek, atau
kegiatan yang tampak secara langsung di hadapan masyarakat. Sebaliknya,
kebijakan juga dapat tercermin melalui sikap diam, pembiaran, atau keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan intervensi terhadap suatu persoalan publik
tertentu. Dengan kata lain, absennya tindakan pemerintah dalam menghadapi
suatu isu juga merupakan hasil dari sebuah keputusan kebijakan yang memiliki

konsekuensi tersendiri bagi masyarakat.

Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, baik secara
eksplisit melalui penetapan peraturan perundang-undangan, penyusunan
program, maupun secara implisit melalui ketidakhadiran intervensi, tetap dapat
dikategorikan sebagai kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan
pada dasarnya merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh instansi pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai

alternatif pilihan, baik untuk bertindak maupun untuk tidak bertindak.

Setiap alternatif tersebut dipilih berdasarkan kepentingan, nilai, serta
pertimbangan strategis tertentu yang diyakini paling sesuai dalam menghadapi
persoalan publik yang ada. Sejalan dengan pandangan tersebut, Peters, B. Guy
(2015) menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup keseluruhan aktivitas
pemerintah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh lembaga pemerintah
maupun yang dilaksanakan melalui perantara atau pihak lain, selama aktivitas
tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap kehidupan masyarakat (Subianto, A.
2020). Dengan demikian, fokus kebijakan publik tidak semata-mata terletak
pada siapa pelaksananya, tetapi pada dampak yang dihasilkan terhadap
kepentingan publik.
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Sementara itu, menurut James E. Anderson, kebijakan dapat dipahami sebagai
suatu rangkaian tindakan yang bersifat relatif konsisten, berkesinambungan,
dan berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Rangkaian tindakan tersebut
dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam rangka menghadapi,
menangani, atau menyelesaikan suatu persoalan atau isu yang dianggap penting
dan strategis. Dalam pengertian ini, kebijakan publik merupakan kebijakan
yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga serta pejabat pemerintah yang
memiliki kewenangan formal berdasarkan sistem politik dan hukum yang

berlaku.

Meskipun demikian, Anderson juga mengakui bahwa proses kebijakan publik
tidak sepenuhnya bersifat eksklusif milik pemerintah, karena aktor dan faktor
non-pemerintah dapat memberikan pengaruh yang signifikan, baik dalam tahap
perumusan kebijakan maupun dalam proses implementasi dan evaluasinya.
Karakteristik utama kebijakan publik terletak pada fakta bahwa kebijakan
tersebut ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan legitimasi
dalam sistem politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh David Easton,
yang menyebutkan bahwa aktor-aktor kebijakan mencakup para pemimpin
tertinggi negara, eksekutif, legislator, hakim, administrator, anggota dewan,
raja, maupun pejabat sejenis lainnya yang memiliki kewenangan formal untuk
membuat keputusan yang bersifat mengikat dan berdampak luas bagi

masyarakat (Suaib, H., dkk., 2022).

Oleh karena itu, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan
dan proses politik yang melingkupinya. Berdasarkan berbagai definisi yang
dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil, atau
bahkan tidak diambil, oleh pemerintah yang memiliki otoritas, dengan tujuan
tertentu untuk mengatasi persoalan atau isu yang memengaruhi kehidupan
masyarakat secara luas. Kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tindakan
langsung pemerintah melalui regulasi atau pelaksanaan program tertentu, tetapi
juga mencakup aktivitas yang dilaksanakan melalui pihak lain dengan tetap

berada dalam kendali, arahan, atau pengawasan pemerintah.



21

Selain itu, kebijakan publik juga mengakui adanya peran serta dan pengaruh
aktor non-pemerintah dalam keseluruhan proses kebijakan, mulai dari tahap
perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Pada intinya, kebijakan
publik berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengatur
kehidupan masyarakat, mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan
dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diharapkan sesuai dengan tujuan
pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, program urban farming di Kota
Bandar Lampung dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari sebuah kebijakan

publik sebagaimana dijabarkan oleh para ahli tersebut.

Program urban farming ini lahir sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang
memiliki tujuan spesifik dan terarah, sebagaimana dikemukakan oleh James E.
Anderson, yaitu untuk merespons persoalan publik yang krusial berupa
penyusutan lahan produktif dan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
akibat tekanan urbanisasi yang terus meningkat di Kota Bandar Lampung.
Kehadiran kebijakan ini mencerminkan adanya pilihan Pemerintah Kota Bandar
Lampung untuk bertindak secara aktif, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas
R. Dye, dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan pangan perkotaan

sekaligus penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat kota.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi kebijakan urban farming tersebut tidak
mungkin sepenuhnya bergantung pada peran pemerintah semata. Pelaksanaan
program urban farming di Kota Bandar Lampung menuntut adanya kolaborasi,
koordinasi, serta pelibatan aktif dari berbagai pihak non-pemerintah, seperti
Kelompok Wanita Tani (KWT), kalangan akademisi, komunitas masyarakat,
serta sektor swasta. Kebutuhan akan kerja sama dan sinergi antaraktor ini
sejalan dengan pandangan Peters dan Anderson yang menegaskan bahwa
aktivitas pemerintah dalam kebijakan publik dapat, dan bahkan dalam banyak
kasus perlu, dilaksanakan melalui pihak lain guna meningkatkan efektivitas dan

keberlanjutan kebijakan.
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Oleh karena itu, program urban farming di Kota Bandar Lampung tidak dapat
dipandang semata-mata sebagai program teknis di bidang pertanian perkotaan.
Program ini harus dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat
kompleks, multidimensional, dan lintas sektor, karena melibatkan aspek
lingkungan, sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan. Keberhasilan
kebijakan ini sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasi dijalankan
di tingkat lapangan, sejauh mana kolaborasi antaraktor dapat dibangun secara
berkelanjutan, serta bagaimana keberlanjutan program dikelola secara efektif
agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan

lingkungan perkotaan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards (1980) dalam Septiana, A. R., dkk. (2023), implementasi
kebijakan publik memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan tingkat
keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik yang
telah dirumuskan secara baik, sistematis, dan rasional pada tahap perencanaan
tidak akan mampu menghasilkan dampak yang optimal apabila tidak disertai
dengan proses pelaksanaan yang tepat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan publik
tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya di atas kertas, tetapi juga
sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan

dijalankan oleh para pelaksana di lapangan.

Edwards menekankan bahwa kegagalan kebijakan sering kali bukan disebabkan
oleh kelemahan substansi kebijakan itu sendiri, melainkan oleh lemahnya
proses implementasi. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahap yang sangat
menentukan karena pada tahap inilah kebijakan berhadapan langsung dengan
realitas sosial, administratif, dan politik yang kompleks. Sebaliknya, kebijakan
yang secara substansi masih memiliki keterbatasan atau kekurangan tertentu
tetap memiliki peluang untuk berjalan secara efektif apabila proses
implementasinya dilakukan dengan baik, konsisten, terarah, dan adaptif

terhadap kondisi lapangan.
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Lebih lanjut, Edwards menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan
suatu proses yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh empat variabel utama
yang saling berkaitan serta harus dikelola secara simultan, yaitu komunikasi,
sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel
komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat dipahami secara
jelas oleh para pelaksana, sedangkan sumber daya mencakup ketersediaan
sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung.
Sementara itu, disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan
tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan, dan struktur birokrasi
menyangkut pola organisasi serta mekanisme kerja yang mengatur pelaksanaan
kebijakan. Keempat variabel tersebut menjadi fondasi dasar yang sangat
penting dalam menganalisis dan memahami tingkat keberhasilan maupun

kegagalan suatu kebijakan publik.

Pandangan mengenai pentingnya implementasi kebijakan juga diperkuat oleh
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975, dalam Subianto, A. 2020)
yang memandang implementasi sebagai suatu upaya strategis untuk
mewujudkan perubahan nyata sebagaimana diharapkan dalam sebuah
kebijakan. Mereka mengaitkan secara erat antara isu kebijakan yang tercermin
dalam isi dan tujuan kebijakan, proses implementasi yang berlangsung di
lapangan, serta kinerja atau performance yang dihasilkan sebagai output dari
kebijakan tersebut. Dalam perspektif ini, implementasi tidak dipahami sebagai
sekadar tahap administratif, melainkan sebagai jembatan utama antara

perumusan kebijakan dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi sangat ditentukan
oleh sejauh mana kebijakan mampu menciptakan perubahan yang sesuai dengan
tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Selain itu,
mekanisme pengendalian atau kontrol yang diterapkan selama proses
implementasi serta tingkat kepatuhan para aktor pelaksana terhadap ketentuan
dan arah kebijakan juga menjadi faktor penentu utama. Pandangan ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari aspek
pengawasan, koordinasi, serta komitmen para pelaksana kebijakan dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
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Sementara itu, Merilee S. Grindle (1980, dalam Subianto, A. 2020) memperluas
pemahaman mengenai implementasi kebijakan dengan menyoroti dimensi
politis dan sosial yang melekat di dalamnya. Grindle menegaskan bahwa
implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang netral dan steril
dari kepentingan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik, potensi konflik
antaraktor, proses pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat atau
benefit yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Dalam pandangan ini,
implementasi kebijakan dipahami sebagai proses interaksi yang melibatkan

berbagai aktor dengan kepentingan, kekuatan, dan posisi yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh
kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik, membangun konsensus,
serta mendistribusikan manfaat kebijakan secara adil dan proporsional kepada
kelompok sasaran. Apabila proses ini tidak dikelola dengan baik, maka
kebijakan berpotensi menghadapi resistensi, penolakan, atau bahkan kegagalan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi
kebijakan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga sarat dengan

muatan sosial dan politik.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi
kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, berlapis, dan bersifat
multidimensional. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal
birokrasi, seperti ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi, sikap
pelaksana, serta struktur organisasi, sekaligus dipengaruhi oleh faktor eksternal
yang mencakup kejelasan substansi kebijakan, dinamika sosial masyarakat,
serta kepentingan para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh
karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada
pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh
keterlibatan, dukungan, dan respons lingkungan sosial tempat kebijakan

tersebut diterapkan.
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Dalam konteks implementasi wurban farming di Kota Bandar Lampung,
keberhasilan program sangat bergantung pada adanya kolaborasi aktif, sinergis,
dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah,
komunitas lokal, kelompok masyarakat, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini
menjadi sangat esensial untuk memastikan bahwa kebijakan urban farming
tidak hanya berjalan sesuai dengan prosedur administratif semata, tetapi juga
benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat
tersebut antara lain berupa peningkatan ketahanan pangan perkotaan,
pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan kualitas lingkungan hidup di

wilayah perkotaan.

Oleh karena itu, untuk menganalisis kompleksitas implementasi kebijakan yang
bersifat multidimensi tersebut, penelitian ini menggunakan Model
Implementasi Kebijakan Jan Merse sebagai kerangka analisis utama. Model ini
dinilai relevan karena secara eksplisit mengelompokkan dan merinci faktor-
faktor implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli klasik ke

dalam empat dimensi spesifik yang saling terintegrasi dan saling memengaruhi.

Faktor komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards serta isu karakteristik
kebijakan dari Van Meter dan Van Horn ditransformasikan ke dalam dimensi
informasi dan isi kebijakan. Sementara itu, faktor sumber daya dari Edwards
dan aspek pembagian manfaat yang disoroti oleh Grindle diakomodasi dalam
dimensi pembagian potensi serta dukungan masyarakat dalam kerangka Jan
Merse. Dengan demikian, Model Jan Merse tidak meniadakan atau
mengesampingkan teori-teori klasik implementasi kebijakan, melainkan
menjadikannya sebagai landasan konseptual untuk membangun kerangka
operasional yang lebih tajam, sistematis, dan fokus dalam menganalisis
implementasi urban farming di Kota Bandar Lampung secara komprehensif dan

berkelanjutan.
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2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2015), terdapat empat faktor utama yang
secara signifikan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-
faktor ini mencakup dimensi komunikasi, substantif kebijakan, dukungan
sosial, dan koordinasi struktural. Keempat faktor tersebut memberikan landasan
yang kokoh untuk mengukur sejauh mana kebijakan wurban farming dapat

mencapai tujuannya di tingkat komunitas, yaitu:

Implementasi
Kebijakan

Dukungan
Masyarakat

Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Jan Merse
(dalam Kadji, 2015)
Sumber: Kadji, Y. (2015).

Informasi (Komunikasi)

Informasi merupakan elemen krusial yang menentukan kejelasan dan
pemahaman program di antara semua pihak yang terlibat. Dalam
implementasi kebijakan, minimnya informasi atau adanya disorientasi
komunikasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Merse
menegaskan bahwa informasi yang memadai merujuk pada adanya
keterbukaan dan kejelasan komunikasi mengenai tujuan, prosedur, dan
manfaat kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam
konteks wurban farming, indikator ini akan menyoroti seberapa efektif
program dilakukan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat
penerima manfaat, termasuk kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan dan

pelaporan.
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Isi Kebijakan (Substansi)

Isi kebijakan merujuk pada substansi, tujuan, dan sasaran spesifik yang ingin
dicapai oleh program. Faktor ini sangat memengaruhi seberapa besar manfaat
dan dampak positif kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Merse
menekankan bahwa isi kebijakan harus jelas dan tegas agar dapat menjadi
acuan utama yang konsisten dalam proses implementasi. Untuk program
urban farming, fokus analisis adalah pada kejelasan tujuan kebijakan
(misalnya peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, atau
konservasi lingkungan) dan apakah substansi program sudah secara akurat
dan tepat menyasar kebutuhan spesifik masyarakat Kota Bandar Lampung.
Dukungan Masyarakat (Partisipasi)

Dukungan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi aktif
komunitas sebagai stakeholder penting dalam seluruh siklus kebijakan.
Implementasi kebijakan akan sulit berhasil tanpa adanya dukungan fisik
maupun non-fisik yang nyata dari kelompok sasaran. Merse secara spesifik
mengaitkan faktor ini dengan partisipasi masyarakat dalam menentukan,
menjalankan, dan mengawasi upaya kebijakan pemerintah. Kaitan dengan
penelitian ini adalah tingkat keterlibatan masyarakat (terutama KWT) dalam
kegiatan urban farming, mulai dari pengambilan keputusan awal hingga
keberlanjutan program, yang menandakan kepemilikan dan keberlanjutan
inisiatif.

Pembagian Potensi (Koordinasi)

Pembagian potensi merujuk pada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung
jawab secara terperinci dan intensif antar aktor pelaksana, baik pemerintah
maupun non-pemerintah. Merse menekankan bahwa koordinasi antar-
organisasi menjadi sentral karena setiap peserta memiliki kepentingan dan
latar belakang yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik temu
bagi keberhasilan implementasi. Dalam program urban farming, faktor ini
akan mengukur seberapa baik dinas terkait berkoordinasi dengan stakeholder
lain (misalnya kecamatan, kelurahan, atau komunitas) dalam mengalokasikan

sumber daya, membagi peran, dan mengatasi hambatan teknis di lapangan.
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2.3 Konsep Urban Farming

2.3.1 Pengertian Urban Farming

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah urban diartikan sebagai segala
sesuatu yang berhubungan dengan kota, memiliki ciri kekotaan, atau merujuk
pada individu maupun kelompok penduduk yang melakukan migrasi dari
wilayah desa ke wilayah kota. Pengertian ini menunjukkan bahwa urban tidak
hanya berkaitan dengan lokasi geografis, tetapi juga mencerminkan dinamika
sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di lingkungan perkotaan. Secara
etimologis, kata urban merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari istilah city

yang berarti kota.

Istilah city sendiri menggambarkan suatu wilayah yang secara fisik telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang relatif memadai, memiliki tingkat
kepadatan penduduk yang tinggi, serta menunjukkan adanya spesialisasi atau
zonasi fungsi wilayah yang jelas, seperti kawasan permukiman, perdagangan,
industri, dan pelayanan publik. Sementara itu, istilah urban lebih menekankan
pada karakter atau sifat perkotaan, yaitu proses perkembangan kota yang
melibatkan seluruh unsur di dalamnya, mulai dari penduduk, aktivitas ekonomti,

tata ruang, hingga pola kehidupan sosial masyarakatnya.

Kawasan urban didefinisikan sebagai suatu wilayah yang aktivitas utamanya
berada di luar sektor pertanian, dengan fungsi kawasan yang mencakup pusat
permukiman, pusat pelayanan sosial, pusat serta distribusi jasa pemerintahan,
dan beragam kegiatan ekonomi non-pertanian. Kawasan ini umumnya menjadi
pusat pertumbuhan wilayah karena tingginya intensitas aktivitas dan interaksi
antarpenduduk. Sebaliknya, kawasan perdesaan atau rural lebih berorientasi
pada aktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi yang
meliputi permukiman desa, pemerintahan desa, pelayanan sosial, jasa, serta

kegiatan ekonomi yang sebagian besar berbasis pada sektor primer.

Suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai daerah urban apabila memenuhi
sejumlah kriteria tertentu, antara lain memiliki kepadatan penduduk minimal
5.000 jiwa per kilometer persegi, jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor

pertanian tidak lebih dari 25%, serta didukung oleh sedikitnya delapan jenis
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fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan fasilitas pelayanan
lainnya (Kementerian Keuangan, 2011 dalam Sitawati dkk., 2019). Kriteria ini
menunjukkan bahwa kawasan urban memiliki karakteristik yang berbeda

secara signifikan dibandingkan wilayah perdesaan.

Menurut Wijaya dan Karto (2020), urban farming merupakan suatu konsep
bercocok tanam yang diterapkan di wilayah perkotaan maupun di kawasan
pinggiran kota dengan memanfaatkan teknik-teknik khusus yang disesuaikan
dengan keterbatasan lahan. Konsep urban farming muncul sebagai respon
terhadap semakin menyempitnya lahan pertanian di kota-kota besar akibat
pesatnya pembangunan fisik dan pertumbuhan penduduk. Dalam pengertian
yang luas, urban farming dipahami sebagai aktivitas budidaya pertanian yang
mencakup berbagai subsektor, seperti pertanian tanaman, perikanan, dan

peternakan yang terintegrasi dalam satu sistem atau dikenal sebagai integrated
farming.

Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, urban farming hanya
merujuk pada kegiatan pertanian tanaman atau agriculture farming. Praktik ini
berkembang sebagai salah satu alternatif strategis dalam memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat perkotaan secara mandiri dan berkelanjutan. Sejalan dengan
hal tersebut, Septya dan Fanny (2021) menambahkan bahwa urban farming
dapat diterapkan pada lahan yang sangat terbatas melalui penggunaan polybag
maupun penerapan teknik vertikultur, sehingga memungkinkan masyarakat
kota untuk tetap melakukan kegiatan bercocok tanam meskipun memiliki

keterbatasan ruang.

Selanjutnya, menurut Annisya, N. W. (2015) dalam Ainun Rahman, Siti (2018),
urban farming dipahami sebagai kegiatan pertanian yang dilakukan di dalam
maupun di sekitar kawasan perkotaan dengan memanfaatkan keterampilan,
keahlian, serta inovasi dalam proses budidaya dan pengolahan pangan yang
ditujukan bagi masyarakat. Kegiatan ini umumnya memanfaatkan pekarangan
rumah, halaman bangunan, maupun lahan kosong yang belum termanfaatkan

secara optimal. Melalui wurban farming, masyarakat diharapkan dapat
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meningkatkan asupan gizi keluarga, memperkuat kondisi ekonomi rumah

tangga, serta mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain itu, wurban farming juga diarahkan untuk membentuk dan
mengembangkan kelompok-kelompok pertanian di perkotaan yang mampu
menumbuhkan kemandirian, kerja sama, serta kemajuan bersama di antara
anggotanya. Wijaya, K. dkk. (2020) menjelaskan bahwa wurban farming
memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan
perkotaan, terutama melalui pemanfaatan sampah organik yang jumlahnya
cukup besar di wilayah kota. Dalam praktiknya, urban farming mendukung
terciptanya lingkungan kota yang lebih bersih dan sehat dengan menerapkan

prinsip reuse, reduce, recycle.

Dalam konteks ini, urban farming berfungsi sebagai wadah pemanfaatan pupuk
kompos yang berasal dari pengolahan sampah organik rumah tangga, sehingga
mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan
akhir. Program urban farming dinilai sangat relevan untuk dijadikan salah satu
solusi dalam mewujudkan kota berkelanjutan atau sustainable city, karena
model ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang dimiliki
secara lebih optimal, produktif, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung

ketahanan pangan serta kualitas hidup masyarakat perkotaan.

2.3.2 Urgensi dan Peranan Urban Farming

Arus urbanisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun telah
membawa berbagai konsekuensi bagi wilayah perkotaan, terutama terkait
dengan ketersediaan pangan dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan
jumlah penduduk yang pesat di kota-kota besar sering kali tidak diimbangi
dengan kemampuan sistem pangan dan lingkungan perkotaan dalam memenuhi
kebutuhan secara seimbang dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kota
semakin bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, baik wilayah
perdesaan maupun kawasan di luar kota, yang pada akhirnya meningkatkan
kerentanan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga pangan.
Ketergantungan tersebut umumnya lebih terasa di negara-negara berkembang,

di mana kota berperan sebagai pusat pemukiman sekaligus menjadi titik temu
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berbagai latar belakang etnis, sosial, dan ekonomi penduduk dengan kebutuhan

konsumsi yang semakin beragam (Ainun Rahman, Siti, 2018).

Dalam konteks tersebut, kehadiran pertanian di kawasan perkotaan atau urban
farming menjadi salah satu alternatif solusi yang memiliki peranan strategis.
Urban farming tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat perkotaan, tetapi juga memberikan nilai praktis yang
berkontribusi terhadap keberlanjutan ekologi dan ekonomi kota secara
keseluruhan. Apabila praktik wrban farming dikembangkan dengan
memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, dan pemanfaatan sumber daya
secara efisien, maka kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai keuntungan

jangka pendek maupun jangka panjang.

Nilai positif urban farming dapat ditinjau dari berbagai dimensi, antara lain
dimensi ekonomi melalui penghematan pengeluaran rumah tangga dan potensi
peningkatan pendapatan, dimensi ekologi melalui perbaikan kualitas
lingkungan, dimensi sosial melalui penguatan interaksi masyarakat, dimensi
estetika melalui penataan ruang yang lebih hijau, dimensi edukasi sebagai
sarana pembelajaran lingkungan, hingga dimensi pariwisata yang memberikan

daya tarik tersendiri bagi kota (Ainun Rahman, Siti, 2018).

Bagi masyarakat perkotaan, pertanian dapat dimanfaatkan sebagai sarana
optimalisasi lahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara
terbatas dengan dukungan teknologi tepat guna. Melalui penerapan teknologi
sederhana namun efektif, urban farming dapat dikembangkan di berbagai
ruang, seperti pekarangan rumah, atap bangunan, halaman fasilitas umum,
maupun lahan-lahan sempit yang sebelumnya kurang produktif. Pengembangan
urban farming yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan juga
mampu memberikan manfaat tambahan, tidak hanya dari sisi ketersediaan
pangan, tetapi juga dari segi kesehatan masyarakat melalui konsumsi pangan
segar, dari sisi edukasi melalui peningkatan pengetahuan tentang lingkungan,
serta dari sisi wisata melalui penciptaan ruang-ruang edukatif dan rekreatif

berbasis pertanian (Ainun Rahman, Siti, 2018).
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Di sisi lain, kepadatan bangunan di wilayah perkotaan yang semakin tinggi
sering kali membatasi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), sehingga
berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Berkurangnya RTH
dapat menyebabkan meningkatnya suhu udara, menurunnya kualitas udara,
serta berkurangnya daya dukung lingkungan kota. Dalam kondisi ini, kehadiran
pertanian perkotaan melalui urban farming memiliki peranan penting dalam
memperluas dan menambah fungsi RTH. Aktivitas pertanian di perkotaan
mampu meningkatkan area penyerap CO:, membantu memperbaiki sirkulasi
udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi

masyarakat.

Selain fungsi ekologis, pengembangan urban farming juga memiliki nilai
edukatif yang signifikan karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat,
khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga lingkungan dan
menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. RTH yang terintegrasi dengan
kegiatan pertanian perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi
sosial dan tempat rekreasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam
menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan kota. Lebih jauh, pertanian
perkotaan menawarkan daya tarik wisata tersendiri, terutama di tengah
keterbatasan RTH dan semakin jarangnya praktik pertanian di kawasan
perkotaan. Kondisi ini menjadikan urban farming sebagai sarana rekreasi
sekaligus edukasi yang bermanfaat, khususnya bagi anak-anak, untuk mengenal
proses produksi pangan, mencintai lingkungan, serta memahami pentingnya
keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam (Ainun Rahman,

Siti, 2018).

2.3.3 Jenis-Jenis Urban Farming (Pertanian Perkotaan)

Menurut Haryuni, H., dkk. (2021), urban farming memiliki beragam jenis dan
metode penerapan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan
perkotaan, khususnya keterbatasan lahan, ketersediaan sumber daya, serta
kebutuhan masyarakat. Berbagai jenis urban farming tersebut dikembangkan

sebagai bentuk adaptasi pertanian terhadap ruang kota yang sempit, padat
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penduduk, dan memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perdesaan.

Adapun jenis-jenis urban farming dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Vertikultur merupakan metode bercocok tanam yang dilakukan dengan
cara menempatkan tanaman di dalam wadah yang disusun secara vertikal
atau bertingkat ke atas. Sistem ini berkembang sebagai solusi atas
keterbatasan lahan yang umum dijumpai di kawasan perkotaan. Tanaman
dapat ditempatkan dalam berbagai media, seperti pipa paralon, rak
bertingkat, maupun botol bekas yang disusun secara vertikal sehingga
pemanfaatan ruang menjadi lebih optimal. Media tanam yang digunakan
umumnya berupa tanah atau campuran tanah dengan kompos agar
kebutuhan hara tanaman tetap terpenuhi. Keunggulan vertikultur terletak
pada efisiensi penggunaan ruang, kemampuan menanam lebih banyak
tanaman dalam area yang sempit, serta kontribusinya dalam menciptakan
lingkungan yang lebih hijau dan asri. Jenis tanaman yang sering
dibudidayakan melalui sistem ini antara lain sayuran daun seperti sawi,
kangkung, bayam, selada, serta berbagai tanaman herbal sederhana yang
mudah dirawat.

Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman yang dilakukan tanpa
menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan memanfaatkan
larutan nutrisi yang mengandung unsur mineral penting bagi
pertumbuhan tanaman. Sebagai pengganti tanah, digunakan media tanam
alternatif seperti sabut kelapa, serat mineral (rockwool), pasir, serbuk
kayu, atau pecahan batu bata yang berfungsi menopang akar tanaman.
Sistem hidroponik banyak diminati oleh masyarakat perkotaan karena
perawatannya relatif lebih mudah, pertumbuhan tanaman cenderung
lebih cepat, serta kondisi lingkungan tanam lebih bersih karena tidak
bersentuhan langsung dengan tanah. Jenis tanaman yang umum
dibudidayakan melalui metode ini antara lain selada, pakcoy, bayam,
tomat, cabai, hingga stroberi. Keunggulan utama hidroponik adalah
nutrisi dapat dikontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman,
sehingga hasil panen menjadi lebih maksimal baik dari segi kuantitas

maupun kualitas.
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Aquaponik merupakan sistem pertanian terpadu yang mengombinasikan
akuakultur atau pemeliharaan ikan dengan sistem hidroponik. Dalam
sistem ini, limbah organik yang dihasilkan dari ikan, seperti kotoran dan
sisa pakan, akan diuraikan oleh bakteri menjadi nutrisi yang dapat
dimanfaatkan oleh tanaman. Selanjutnya, air yang telah disaring dan
dimanfaatkan oleh tanaman dialirkan kembali ke kolam ikan, sehingga
terbentuk suatu siklus tertutup yang saling menguntungkan. Aquaponik
dikenal sebagai sistem yang sangat ramah lingkungan karena mampu
menghemat penggunaan air hingga sekitar 90-97%, meminimalkan
limbah, serta menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu sayuran segar
dan ikan sebagai sumber protein. Sistem ini sangat sesuai diterapkan di
lahan sempit perkotaan dan berpotensi menjadi sumber pangan keluarga
sekaligus peluang usaha skala kecil yang menjanjikan.

Tabulampot atau tanaman buah dalam pot merupakan teknik menanam
pohon buah menggunakan pot atau wadah tertentu sebagai media tanam.
Metode ini memungkinkan masyarakat perkotaan untuk tetap menikmati
hasil buah meskipun tidak memiliki lahan atau kebun yang luas.
Keberhasilan tabulampot sangat ditentukan oleh pemilihan bibit unggul
yang sehat, bebas dari penyakit, serta memiliki karakteristik cepat
berbuah. Jenis tanaman buah yang umum dijadikan tabulampot antara
lain jambu, mangga, jeruk, apel, anggur, dan belimbing. Keunggulan
tabulampot terletak pada kemudahan pemindahan tanaman, kemampuan
mengontrol pertumbuhan dan ukuran pohon, serta kemampuannya untuk
tetap berbuah meskipun ditanam di pekarangan yang terbatas.

Selain tanaman pangan, urban farming juga mencakup kegiatan
budidaya tanaman hias serta tanaman obat keluarga (TOGA) yang
memiliki nilai estetika, kesehatan, dan lingkungan yang cukup tinggi
bagi masyarakat perkotaan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari
urban farming karena tidak hanya berorientasi pada produksi pangan,
tetapi juga pada peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan
hunian di kawasan perkotaan. Budidaya tanaman hias dan TOGA

umumnya dilakukan di pekarangan rumah, halaman sempit, pot, maupun
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wadah lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lahan perkotaan,

sehingga mudah diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat.

a. Tanaman hias dalam konteks urban farming dapat berupa tanaman
berbunga seperti anggrek, mawar, dan melati yang memiliki daya
tarik visual serta nilai estetika tinggi. Selain itu, terdapat pula
tanaman berdaun indah seperti aglaonema, keladi, dan sirih gading
yang diminati karena warna dan bentuk daunnya yang menarik serta
relatif mudah dirawat. Tanaman hias juga dapat berupa bonsai yang
menonjolkan keindahan bentuk batang, cabang, dan akar, sehingga
memberikan kesan artistik sekaligus bernilai ekonomi. Keberadaan
tanaman hias di lingkungan perkotaan dapat menciptakan suasana
yang lebih sejuk, asri, dan nyaman, serta memberikan efek psikologis
positif bagi penghuni rumah.

b. Tanaman hias dalam konteks urban farming dapat berupa tanaman
berbunga seperti anggrek, mawar, dan melati yang memiliki daya
tarik visual serta nilai estetika tinggi. Selain itu, terdapat pula
tanaman berdaun indah seperti aglaonema, keladi, dan sirih gading
yang diminati karena warna dan bentuk daunnya yang menarik serta
relatif mudah dirawat. Tanaman hias juga dapat berupa bonsai yang
menonjolkan keindahan bentuk batang, cabang, dan akar, sehingga
memberikan kesan artistik sekaligus bernilai ekonomi. Keberadaan
tanaman hias di lingkungan perkotaan dapat menciptakan suasana
yang lebih sejuk, asri, dan nyaman, serta memberikan efek psikologis
positif bagi penghuni rumah.

c. Tamanisasi merupakan upaya penghijauan lahan sempit dengan
mengombinasikan tanaman hias, TOGA, dan tanaman sayuran dalam
satu kesatuan tata ruang yang terencana. Melalui tamanisasi,
pekarangan rumah atau ruang terbatas di perkotaan tidak hanya
tampak indah secara visual, tetapi juga memiliki fungsi produktif dan
ekologis. Konsep ini mendorong pemanfaatan ruang secara optimal,
sehingga lingkungan rumah menjadi lebih hijau, sehat, dan

bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Tamanisasi dalam wurban
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farming juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan ruang secara

berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sistem budidaya tanaman hias, TOGA, dan
tamanisasi dalam wurban farming tidak hanya berperan dalam
memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat, menambah keanekaragaman hayati, serta
memperkuat fungsi ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan yang

semakin terbatas.

6. Peternakan di Lahan Sempit

Urban farming tidak hanya terbatas pada kegiatan budidaya tanaman, tetapi
juga mencakup pemeliharaan hewan ternak dalam skala kecil yang
disesuaikan dengan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kegiatan
peternakan ini  umumnya dilakukan dengan sistem sederhana,
memanfaatkan ruang sempit, serta memperhatikan aspek kebersihan dan
kenyamanan lingkungan sekitar. Peternakan dalam urban farming berfungsi
sebagai sumber tambahan pangan dan gizi, sekaligus sebagai peluang
peningkatan ekonomi rumah tangga. Jenis peternakan yang umum
dikembangkan di wilayah perkotaan antara lain:

a. Unggas seperti ayam, bebek, atau itik yang dipelihara untuk
menghasilkan telur dan daging sebagai sumber protein bagi kebutuhan
keluarga. Pemeliharaan unggas skala kecil relatif mudah dilakukan dan
dapat memberikan hasil yang cepat.

b. Burung yang dipelihara sebagai hobi sekaligus memiliki nilai ekonomi,
terutama apabila burung tersebut memiliki nilai jual atau mengikuti
kontes tertentu.

c. Ikan, baik ikan konsumsi seperti lele, nila, dan gurami maupun ikan hias,
yang biasanya dipelihara dalam kolam kecil, ember, atau akuarium.
Budidaya ikan dalam wurban farming dapat dilakukan dengan sistem

yang hemat air dan lahan.
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d. Kelinci yang dipelihara sebagai sumber daging sehat maupun sebagai
hewan peliharaan yang memiliki nilai ekonomi dan relatif tidak
membutuhkan lahan luas.

Sistem peternakan dalam wurban farming ini berkontribusi dalam

meningkatkan asupan gizi keluarga, menyediakan sumber pangan hewani

yang lebih terjangkau, serta berpotensi meningkatkan pendapatan rumah
tangga, terutama apabila hasil peternakan tersebut dipasarkan secara

berkelanjutan.

2.3.4 Manfaat Urban Farming

Menurut Golder (2013) dalam Sulistiyaningsih. (2024), urban farming memberikan
sejumlah manfaat penting yang secara nyata berkontribusi terhadap keberlanjutan
kawasan perkotaan, baik ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan pangan,
pelestarian lingkungan, penguatan sosial, maupun keberlangsungan budaya
masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi
juga memiliki implikasi strategis dalam mendukung pembangunan kota yang
berkelanjutan. Secara lebih rinci, berbagai manfaat urban farming tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kawasan perkotaan yang kompak sekaligus mandiri dalam
pemenuhan pangan. Melalui penerapan urban farming, wilayah perkotaan
memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian pangan dengan
memanfaatkan ruang-ruang terbatas yang tersedia secara optimal. Dengan
demikian, ketergantungan terhadap distribusi pangan dari luar kota dapat
ditekan secara bertahap, sehingga biaya distribusi menjadi lebih rendah,
efisiensi sistem logistik meningkat, serta konsumsi energi yang digunakan
untuk transportasi pangan jarak jauh dapat berkurang secara signifikan.

b. Melestarikan tradisi domestikasi tanaman dan hewan. Urban farming tidak
hanya berperan sebagai kegiatan produksi pangan semata, tetapi juga
menjadi sarana penting dalam menjaga dan melestarikan budaya bercocok
tanam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui aktivitas ini,
masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda, dapat belajar secara

langsung mengenai proses penanaman, pemeliharaan, hingga pengolahan
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hasil pangan. Pengalaman tersebut diharapkan mampu menumbuhkan
kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu
ketahanan pangan serta pentingnya kemandirian pangan di masa yang akan
datang.

c. Membangun lingkungan yang mandiri dan berkelanjutan dalam penyediaan
sumber daya pangan. Keberadaan urban farming memungkinkan kota untuk
membangun sistem penyediaan pangan yang lebih stabil, adaptif, dan
berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari
wilayah lain. Kondisi ini memberikan kontribusi positif dalam mengurangi
risiko terjadinya krisis pangan, terutama di tengah laju pertumbuhan
penduduk perkotaan yang semakin pesat serta keterbatasan lahan produktif

di wilayah sekitar kota.

Urban farming tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat perkotaan, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas
terhadap keberlanjutan pembangunan kota secara menyeluruh. Keberadaan dan
pengembangan urban farming mampu menjadi salah satu instrumen strategis
dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan, mulai dari keterbatasan lahan,
ketergantungan pangan dari luar wilayah, hingga menurunnya kualitas
lingkungan hidup. Dengan demikian, urban farming tidak dapat dipandang
semata-mata sebagai aktivitas pertanian, melainkan sebagai bagian integral dari
upaya pembangunan kota yang berkelanjutan dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat.

a. Dari sisi ekonomi, pengembangan urban farming berpotensi memperkuat
ketahanan ekonomi rumah tangga melalui penghematan biaya pengeluaran
untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Masyarakat dapat memproduksi
sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga pengeluaran rumah
tangga menjadi lebih efisien. Selain itu, urban farming juga membuka
peluang peningkatan pendapatan keluarga apabila hasil produksi dijual,
baik dalam skala kecil di lingkungan sekitar maupun melalui pasar lokal.
Aktivitas ini secara tidak langsung dapat mendorong tumbuhnya ekonomi

lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan.
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. Dari aspek ekologi, urban farming memberikan kontribusi nyata melalui
penambahan ruang hijau di kawasan perkotaan yang cenderung padat dan
minim vegetasi. Kehadiran ruang hijau ini berperan dalam memperbaiki
kualitas udara, meningkatkan daya serap air, serta mengurangi dampak
negatif perubahan iklim di wilayah kota. Selain itu, praktik urban farming
juga mendukung pengurangan limbah, khususnya limbah organik rumah
tangga, melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku pupuk kompos.
Dengan demikian, urban farming turut berkontribusi dalam menciptakan
lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pada aspek sosial dan budaya, wurban farming mampu memperkaya
kehidupan masyarakat perkotaan melalui pelestarian tradisi bercocok
tanam yang mulai tergerus oleh modernisasi. Aktivitas ini juga mendorong
terjadinya interaksi sosial yang lebih intens antarwarga, baik melalui kerja
sama dalam kelompok tani, kegiatan gotong royong, maupun pertukaran
pengetahuan dan pengalaman. Interaksi tersebut dapat memperkuat kohesi
sosial, rasa kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan
komunitas sekitar.

Selain itu, urban farming memiliki peranan penting dalam aspek edukasi
karena dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang kontekstual
mengenai lingkungan, pangan, dan keberlanjutan. Melalui keterlibatan
langsung dalam kegiatan urban farming, masyarakat, khususnya anak-
anak dan generasi muda, dapat memahami proses produksi pangan,
pentingnya menjaga lingkungan, serta nilai-nilai kemandirian dan
tanggung jawab. Aktivitas ini menjadi media pembelajaran yang aplikatif
dan mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, urban farming juga berpotensi dikembangkan sebagai daya
tarik wisata berbasis pertanian perkotaan, terutama di tengah keterbatasan
ruang terbuka hijau dan minimnya aktivitas pertanian di wilayah kota.
Kawasan urban farming dapat menjadi destinasi rekreasi yang sekaligus
memberikan nilai edukatif bagi masyarakat dan pengunjung.

Di samping itu, urban farming turut berkontribusi terhadap peningkatan

kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan segar yang lebih aman
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dan berkualitas, serta melalui penciptaan lingkungan yang lebih hijau,
bersih, dan sehat. Secara keseluruhan, pengembangan urban farming
memberikan kontribusi multidimensional yang signifikan dalam
mendukung keberlanjutan pembangunan kota (Nurlaelih, E. E., dkk.,
2019).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfungsi sebagai peta konseptual yang
menggambarkan alur logika untuk menghubungkan konsep utama (Implementasi
Kebijakan) dengan teori operasional yang relevan (Model Jan Merse). Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Program Urban Farming
oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Logika analisis diawali dari penetapan
kebijakan hingga pelaksanaan nyata di lapangan yang dipengaruhi oleh empat
dimensi krusial dari Model Jan Merse. Metode kualitatif digunakan untuk menggali

data yang kaya dan mendalam mengenai realitas pelaksanaan program di lapangan.

Secara umum, Program wurban farming di Kota Bandar Lampung dapat dilihat
sebagai Kebijakan Publik yang lahir dari upaya Pemerintah Kota untuk merespons
isu penyusutan lahan produktif dan ancaman ketahanan pangan lokal. Keberhasilan
Implementasi kebijakan ini kemudian diukur dan dianalisis melalui kerangka
Model Implementasi Kebijakan Jan Merse. Model Jan Merse mengasumsikan
bahwa kinerja implementasi kebijakan di tingkat pelaksana dipengaruhi oleh empat
faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu: Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan
Masyarakat, dan Pembagian Potensi. Setiap faktor tidak dianalisis secara terpisah,
melainkan sebagai dimensi krusial yang saling memengaruhi dan membentuk satu

kesatuan sistem kebijakan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan secara mendalam melalui metode
kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai realitas pelaksanaan
program oleh dinas terkait, serta bagaimana dinamika interaksi antarvariabel ini
dialami dan direspons oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai kelompok
sasaran utama. Keterkaitan logis antara keempat dimensi ini mulai dari kejelasan
legalitas Isi Kebijakan hingga efektivitas alokasi Pembagian Potensi sumber daya

kemudian akan menghasilkan kesimpulan mengenai Implementasi Program Urban
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Farming di Kota Bandar Lampung. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan

dalam penelitian ini divisualisasikan sebagai berikut:

1. Kota Bandar Lampung menghadapi peningkatan jumlah penduduk dan laju
urbanisasi tinggi.

2. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun menyebabkan
berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ancaman terhadap ketahanan
pangan kota.

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung merespons dengan menerapkan program

Urban Farming sebagai kebijakan publik untuk meningkatkan kemandirian

pangan dan kualitas lingkungan.

Permasalahan:

Meskipun program Urban Farming telah

dilaksanakan, masih ditemukan beberapa

kendala implementasi: Teori Implementasi
1. Kurangnya sosialisasi dan informasi teknis Kebljalslan dari Jan
erse
kepada masyarakat (aspek Informasi) 1. Informasi
2. Substansi kebijakan belum sepenuhnya [ > 2. Isi Kebijakan
3. Dukungan
jelas dan terarah (aspek Isi Kebijakan) Masyarakat
3. Partisipasi masyarakat dan KWT belum 4. Pembaglan
Potensi

merata (aspek Dukungan Masyarakat)

4. Koordinasi antarinstansi dan pembagian
sumber daya belum optimal (aspek

Pembagian Potensi)

Implementasi Urban Farming di Kota Bandar Lampung berjalan terintegrasi
melalui komunikasi efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat, partisipasi
masyarakat, serta koordinasi antaraktor agar kebijakan terlaksana secara

optimal.

Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025



III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang
diteliti. Menurut Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021), penelitian kualitatif
merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi
secara alami dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini bersifat mendasar,
naturalistis, dan kontekstual, sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi
buatan seperti di laboratorium, melainkan harus dilakukan secara langsung di
lapangan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering disebut sebagai naturalistic
inquiry atau field study, karena peneliti berinteraksi langsung dengan subjek
penelitian dalam lingkungan aslinya untuk memperoleh data yang autentik dan

bermakna.

Bogdan dan Taylor (1982) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan
maupun tulisan, yang diperoleh dari individu serta perilaku yang dapat diamati,
dengan pendekatan yang diarahkan pada latar belakang dan subjek penelitian secara
holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial
secara utuh dan mendalam sesuai dengan perspektif subjek yang diteliti. Sementara
itu, Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi
dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap
manusia dalam lingkungannya sendiri, serta melibatkan interaksi langsung dengan
mereka melalui bahasa, simbol, dan istilah yang digunakan dalam kehidupan

sehari-hari.
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Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan urban
farming di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
membedah secara rinci keterkaitan fungsional serta dinamika yang terjadi antara
indikator Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi,
sesuai dengan kerangka Model Implementasi Kebijakan Jan Merse yang digunakan

sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penajaman ruang lingkup studi yang berfungsi untuk
memusatkan perhatian pada inti permasalahan yang akan dikaji. Perumusan fokus
secara eksplisit sangat esensial karena menjadi koridor yang memandu peneliti
selama proses di lapangan, memastikan observasi dan analisis data tetap terarah dan
relevan. Dalam penelitian kualitatif, penetapan fokus ini berperan penting untuk
membatasi cakupan studi, sehingga peneliti dapat secara efektif menyaring data
yang relevan dan mengesampingkan informasi yang tidak sejalan dengan tujuan

penelitian (Sari, E. P. 2021).

1. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Urban Farming di Kota
Bandar Lampung yang dianalisis secara mendalam melalui empat dimensi
penting dari Model Implementasi Kebijakan Jan Merse. Berdasarkan model
tersebut, fokus penelitian ini akan diturunkan ke dalam empat komponen utama
yang menjadi variabel kajian di lapangan, yaitu:

a. Informasi (Komunikasi)
Fokus penelitian pada dimensi Informasi diarahkan untuk menganalisis
kejelasan dan efektivitas proses komunikasi yang terjadi antara pihak
pelaksana kebijakan, yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung (Dinas
Pertanian Kota Bandar Lampung, Dinas Pangan, BAPPERIDA, Kelurahan
di Kota Bandar Lampung, dengan kelompok sasaran utama, yakni
Kelompok Wanita Tani (KWT), Kominitas Ayo Menanam, dan Penggiat
Hidroponik Mandiri. Hal ini menjadi elemen penting karena minimnya
informasi atau adanya disorientasi komunikasi dapat menghambat
pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian akan berfokus pada

seberapa jauh keterbukaan dan kejelasan informasi tersampaikan mengenai
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tujuan strategis program, prosedur teknis pelaksanaan, dan manfaat yang
dapat diperoleh dari urban farming di Bandar Lampung. Selain itu, aspek
yang dikaji mencakup efektivitas dan penyuluhan yang dilakukan di
lapangan guna memastikan pemahaman teknis dan administratif yang
seragam di tingkat KWT. Penelitian juga akan menelusuri bagaimana
mekanisme pelaporan dan umpan balik disediakan untuk mengatasi
kesenjangan informasi atau disorientasi komunikasi yang mungkin timbul
selama masa implementasi program.

. Isi Kebijakan (Substansi)

Fokus pada dimensi Isi Kebijakan diarahkan untuk mengkaji kualitas
substantif dan legalitas kebijakan urban farming yang diterapkan di Kota
Bandar Lampung. Penelitian akan menelusuri secara mendalam kekuatan
dan ketegasan payung hukum program, seperti Peraturan Wali Kota atau
sejenisnya, untuk memastikan kebijakan memiliki acuan implementasi yang
konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya
tekanan alih fungsi lahan di perkotaan. Selanjutnya, fokus analisis juga
mencakup kejelasan tujuan dan sasaran program, yaitu apakah kebijakan
tersebut secara akurat dan tepat mampu merespons tantangan spesifik
perkotaan seperti alih fungsi lahan dan isu ketahanan pangan. Terakhir,
penelitian akan membedah kesesuaian substansi program (jenis bantuan,
teknologi, dan skema pendampingan) dengan kebutuhan spesifik Kelompok
Wanita Tani (KWT) dan karakteristik wilayah urban di Kota Bandar
Lampung.

Dukungan Masyarakat (Partisipasi)

Fokus ini secara spesifik menyoroti dimensi relasional dan keterlibatan aktif
masyarakat sebagai indikator fundamental keberhasilan kebijakan urban
farming. Analisis akan berpusat pada tingkat partisipasi aktif stakeholder
non-pemerintah, khususnya KWT, dalam seluruh siklus program, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan operasional di lapangan, hingga
mekanisme pengawasan dan evaluasi. Selain aspek relasional, penelitian
juga akan mengidentifikasi bentuk dukungan fisik dan non-fisik (misalnya

penyediaan lahan, tenaga, atau ide) yang diberikan komunitas lokal terhadap
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inisiatif urban farming. Keseluruhan temuan ini bertujuan untuk mengukur
tingkat kepemilikan (sense of belonging) KWT terhadap program, yang
merupakan kunci utama untuk menjamin keberlanjutan inisiatif tanpa
bergantung penuh pada intervensi pemerintah.

d. Pembagian Potensi (Koordinasi Sumber Daya)
Fokus pada dimensi Pembagian Potensi adalah untuk menganalisis aspek
alokasi sumber daya dan koordinasi struktural antar-aktor yang terlibat.
Penelitian akan mengukur efektivitas alokasi dan distribusi sumber daya
(termasuk anggaran, sarana produksi, serta tenaga Penyuluh Pertanian
Lapangan/PPL) kepada KWT, memastikan sumber daya tersebut
tersalurkan secara merata, tepat sasaran, dan tepat waktu. Selain itu, kajian
ini juga menyoroti koordinasi dan sinergi yang terjadi antar-dinas terkait
(seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, dan Kelurahan
dengan pihak non-pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggung
jawab. Penelusuran juga mencakup mekanisme yang digunakan oleh aktor
pelaksana untuk mengatasi hambatan teknis dan perbedaan kepentingan
dalam proses koordinasi sumber daya, yang menjadi penentu utama dalam
menjalankan fungsi kebijakan secara terintegrasi.

2. Sejalan dengan rumusan masalah yang kedua, fokus penelitian ini diarahkan
pada upaya mengidentifikasi secara lebih rinci dan spesifik berbagai tantangan
serta faktor penghambat yang muncul dalam setiap dimensi implementasi
Program urban farming di Kota Bandar Lampung. Identifikasi hambatan ini
didasarkan pada empat dimensi utama dalam Model Jan Merse, sehingga
analisis tidak hanya bersifat umum, tetapi terstruktur dan sistematis sesuai
kerangka teoretis yang digunakan. Pengkajian terhadap tantangan dan
hambatan dilakukan dengan menelusuri berbagai kendala yang muncul pada
aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi
antar-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hambatan-hambatan
tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya alur
komunikasi, perbedaan kepentingan antar-pemangku kepentingan, hingga

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa konteks pelaksanaan.
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3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif seringkali berawal dari adanya fenomena menarik yang
mendorong keingintahuan peneliti. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian
menjadi langkah penting yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik atau
geografis, tetapi juga harus mampu menggambarkan dinamika kehidupan sosial dan
aktivitas yang relevan di dalamnya. Lokasi yang ideal harus memiliki keselarasan
yang kuat dengan rumusan masalah agar dapat menjadi sumber data yang
substansial. Dengan kata lain, lokasi tersebut harus mampu menyediakan informasi
yang kaya dan mendalam, serta terbuka untuk kehadiran peneliti dalam jangka

waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data (Sari, E. P. 2021).

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kota Bandar Lampung, yang
didasarkan pada pertimbangan kuat bahwa kota ini secara aktif dan berkelanjutan
mengimplementasikan Program urban farming sebagai kebijakan strategis untuk
merespons tantangan mendesak perkotaan, yaitu penyusutan lahan produktif dan
ancaman ketahanan pangan lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya keputusan
pemerintah untuk bertindak (policy choice) yang merupakan subjek kajian
implementasi kebijakan. Lebih lanjut, Program wurban farming di Kota Bandar
Lampung melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, aparatur
Kelurahan, serta aktor non-pemerintah terkait yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT),
Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri, kemudian untuk
dianalisis menggunakan empat dimensi dari Model Implementasi Kebijakan Jan

Merse (Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi).

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data diperoleh dari dua kategori, yaitu sumber primer dan
sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
subjek penelitian tanpa melalui perantara, sedangkan sumber sekunder merupakan
data yang didapatkan melalui pihak lain atau dokumen pendukung (Sugiyono,

2022). Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:
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1. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari
stakeholder yang terlibat dalam implementasi urban farming di Kota Bandar
Lampung. Data ini digali dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman langsung mengenai proses kolaborasi, seperti perwakilan dari
Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BAPPERIDA, aparatur Kelurahan, serta aktor
non-pemerintas terkait yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), Komunitas Ayo
Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri. Selain wawancara, data primer
juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas urban farming di
lokasi penelitian. Dari data ini, peneliti mendapatkan gambaran nyata mengenai
bagaimana proses implementasi berlangsung, bentuk peran masing-masing
aktor, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program
urban farming.

2. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung melalui dokumen atau literatur terkait. Data sekunder mencakup buku,
jurnal ilmiah, skripsi, peraturan daerah, dokumen kebijakan pemerintah,
laporan resmi, hingga pemberitaan media massa yang membahas implementasi
urban farming di Kota Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan
data sekunder berupa statistik pertanian, laporan program dari Dinas Pertanian,
serta dokumen dari KWT yang berkaitan dengan perkembangan dan kegiatan
urban farming. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis

dari temuan primer yang diperoleh di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Iba (2023), teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang
digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan
sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai sarana utama bagi
peneliti dalam menggali data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang
dikaji. Dalam praktik penelitian sosial, peneliti sering kali tidak hanya
menggunakan satu teknik pengumpulan data, melainkan mengombinasikan

beberapa teknik secara bersamaan.
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Penggunaan lebih dari satu teknik dimaksudkan agar peneliti memperoleh

gambaran yang lebih utuh, mendalam, dan komprehensif mengenai fenomena yang

diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik

pengumpulan data yang saling melengkapi guna mendukung analisis implementasi

kebijakan wurban farming di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini telah

dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Oktober 2025 hingga Januari 2026,

sehingga seluruh data yang diperoleh merupakan hasil dari proses penelitian

lapangan yang telah dilakukan secara langsung. Untuk itu dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.

Wawancara

Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu pertemuan
antara dua individu atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi
dan gagasan melalui proses tanya jawab secara langsung. Melalui wawancara,
peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu
topik, peristiwa, atau pengalaman yang dialami oleh informan. Wawancara
digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi
pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian, sekaligus ketika
peneliti menggali informasi secara lebih rinci dan mendalam dari informan yang
dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung

dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara menjadi teknik penting untuk memahami
secara langsung pelaksanaan kebijakan urban farming dari sudut pandang para
pelaksana dan pihak terkait. Menurut Sugiyono (2023), wawancara dibedakan
ke dalam tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur,
dan wawancara tidak terstruktur. Pemilihan jenis wawancara disesuaikan
dengan kebutuhan data serta kedalaman informasi yang ingin diperoleh peneliti.
a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui dengan

jelas jenis informasi yang ingin diperoleh dari informan. Dalam wawancara

ini, instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan telah disusun secara

sistematis sebelum kegiatan wawancara dilakukan. Pertanyaan yang
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diajukan kepada setiap informan bersifat sama, sehingga memungkinkan
adanya konsistensi data antarresponden. Bahkan, dalam beberapa kasus,
alternatif jawaban juga telah disiapkan untuk memudahkan proses
pengumpulan dan pengelompokan data. Wawancara terstruktur
memungkinkan lebih dari satu pewawancara terlibat, dengan catatan
seluruh pewawancara telah mendapatkan pelatihan agar memiliki
pemahaman dan keterampilan yang seragam. Dalam pelaksanaannya,
wawancara terstruktur dilengkapi dengan alat bantu seperti record
menggunakan gawai, dokumentasi foto, kertas, dan pena guna membantu
kelancaran serta ketepatan proses pencatatan data.

b. Wawancara Semi Terstruktur
Wawancara semi terstruktur termasuk ke dalam kategori in-depth interview
karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan
wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini digunakan untuk menggali
permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam, dengan memberikan
ruang yang lebih luas bagi informan untuk menyampaikan pandangan,
pengalaman, serta ide-ide yang dimilikinya. Dalam wawancara semi
terstruktur, peneliti tetap menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan,
namun tidak membatasi secara ketat urutan maupun redaksi pertanyaan.
Peneliti dituntut untuk mendengarkan secara cermat, responsif terhadap
jawaban informan, serta mencatat informasi penting yang disampaikan
selama proses wawancara berlangsung. Melalui pendekatan wawancara
semi terstruktur, peneliti menyesuaikan dan mengembangkan pertanyaan
secara dinamis sesuai dengan alur pembicaraan dan jawaban informan.
Proses wawancara umumnya diawali dengan percakapan umum untuk
menciptakan suasana yang nyaman, sebelum secara bertahap mengarah
pada inti permasalahan penelitian.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan secara dinamis

sesuai jawaban informan. Prosesnya seringkali dimulai dengan percakapan

umum sebelum masuk ke inti permasalahan. Berikut disajikan tabel informan

wawancara dalam penelitian ini:



Tabel 4. Data Informan Penelitian

50

No Nama Tanggal Jabatan Instansi
Informan
dan
Jabatan
1 Dhenok 28 Oktober Fungsional Pengawas Mutu Dinas Pertanian Kota
Nuniek 2025 Hasil Pertanian Bandar Lampung
Auliya,
S.P, M.P.
2 Agus Mutia 13 November Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kota
2025 Lapangan (PPL) Bandar Lampung
3 Ine 15 Januari Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kota
Indriastuti 2026 Lapangan (PPL) Bandar Lampung
4 Cepi 13 Januari Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kota
2026 Lapangan (PPL) Bandar Lampung
5 LailaYusro 10 Desember Fungsional Pengawas Mutu Dinas Pertanian Kota
2025 Hasil Pertanian Bandar Lampung
6 Suherman 4 November  Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan
2025 Pembangunan,Riset dan
Inovasi Daerah
(BAPPERIDA)
7 Ir. Sunarti 10 Desember Fungsional Analis Ahli Muda Dinas Pangan Kota Bandar
Ketahanan Pangan Lampung
8 Ruslan, 13 November Lurah Sidodadi, Kecamatan Kelurahan Sidodadi,
S.I.LKom 2025 Kedaton Kecamatan Kedaton
9 Suyadmi 13 November Ketua Sedap Malam KWT Sedap Malam
2025
10 Ratu 13 November Humas Sedap Malam KWT Sedap Malam
Maryana 2025
11 Desti 15 November Ketua KWT Delima KWT Delima
2025
12 Mardalena 15 November Wakil KWT Delima KWT Delima
2025
13 Betty 15 November Anggota KWT Barokah Way =~ KWT Barokah Way Pios
Mailina 2025 Pios
14 Heni 15 Januari Ketua KWT Fortuna KWT Fortuna
2026
15 Anggun 15 Januari Bendahara KWT Fortuna KWT Fortuna
2026
16 Puwati 15 Januari Sekretaris KWT Fortuna KWT Fortuna
2026
17  YuliAstuti 13 November Wakil Bendahara Komunitas Ayo Menanam
2025
18 Aji 29 Oktober  Penggiat Hidroponik Mandiri Penggiat Hidroponik
2025 Mandiri di Kota Bandar
Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025
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Observasi

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data
primer. Wada, F. H dkk (2024) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan
langsung terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera. Pada
penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan non-partisipan,
di mana peneliti bertindak sebagai pengamat luar tanpa terlibat langsung dalam
aktivitas yang diobservasi. Fokus pengamatan adalah pada interaksi para aktor
yang terlibat selama kegiatan-kegiatan terkait program wurban farming
berlangsung. Instrumen yang digunakan untuk mendukung observasi ini
meliputi: pedoman pengamatan untuk mencatat peristiwa sesuai indikator
penelitian, dokumentasi foto untuk merekam bukti visual, serta rekaman suara
(atas seizin informan) untuk menangkap detail percakapan.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2023), dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang
telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun
karya monumental seseorang. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi
dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang berkaitan
dengan implementasi Program wurban farming di Kota Bandar Lampung.
Dokumen yang digunakan meliputi dokumen resmi dari instansi pemerintah
daerah yang terlibat, khususnya Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.
Dokumen tersebut berupa peraturan, pedoman teknis, laporan kegiatan, data
program, serta arsip administratif yang mendukung pelaksanaan Program
urban farming.

Selain itu, dokumentasi juga mencakup foto-foto kegiatan, serta catatan
pelaksanaan program di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian
berlangsung pada periode Juni 2025 hingga Januari 2026. Dokumen-dokumen
tersebut digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi
aktual implementasi program, sekaligus untuk menelusuri kesesuaian antara
kebijakan yang dirumuskan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan
demikian, teknik dokumentasi dalam penelitian ini berperan penting dalam
memperkuat validitas data dan memperdalam analisis terhadap setiap dimensi

implementasi Program urban farming di Kota Bandar Lampung.
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3.6 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif
yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagaimana
dikutip dalam Sugiyono (2023). Model analisis ini terdiri atas empat komponen
utama yang saling berkaitan, yaitu Pengumpulan Data (data collection), kondensasi
data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan
(conclusion drawing). Keempat komponen tersebut berlangsung secara bersamaan

dan berulang selama proses penelitian kualitatif.

Dat
Data 4 - . a
Collection Display

Dato
Condensation

Coclusions :

Drawing/Verifyin

Gambar 4. Komponen Analisis Data Model Miles, Huberman, dan Saldana
(2014)

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Sugiyono (2023)

1. Pengumpulan Data (data collection)
Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan,
wawancara mendalam, serta studi dokumentasi, maupun kombinasi dari
ketiganya yang dikenal dengan istilah triangulasi. Tahap ini berlangsung
selama periode penelitian, yaitu sejak bulan Juni hingga Januari 2026,
sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang beragam,
mendalam, dan kontekstual terkait implementasi Program urban farming di
Kota Bandar Lampung. Rentang waktu tersebut memberikan kesempatan
bagi peneliti untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan secara lebih
utuh, baik dari sisi aktor pelaksana, mekanisme birokrasi, maupun

partisipasi masyarakat yang terlibat secara langsung dalam program.
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2. Kondensasi Data (data condensation)
Tahap kondensasi data mencakup kegiatan menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi catatan lapangan,
hasil wawancara, dokumen, maupun temuan empiris lainnya. Proses ini
dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga tahap
analisis akhir, sehingga data yang semula tersebar dan kompleks dapat
disusun menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Melalui kondensasi data,
informasi yang relevan dengan fokus penelitian menjadi lebih kuat dan
mudah dianalisis tanpa menghilangkan esensi dari temuan lapangan.
3. Penyajian Data (data display)
Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah
terkondensasi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, maupun
dokumentasi visual lainnya. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam
memahami pola, hubungan, serta kecenderungan antar data, sehingga hasil
temuan lapangan dapat dibaca secara sistematis dan logis sesuai dengan
fokus dan rumusan masalah penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing)
Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi yang
berkesinambungan, di mana peneliti menguji konsistensi dan validitas data
yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi.
Kesimpulan tidak ditarik secara tiba-tiba, melainkan melalui proses
peninjauan ulang terhadap data yang telah disajikan, sehingga interpretasi
yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan.
Dalam konteks penelitian ini, penerapan model analisis data Miles, Huberman, dan
Saldana dinilai relevan karena membantu peneliti mengorganisir data yang
kompleks terkait implementasi Program urban farming berdasarkan empat dimensi
Model Jan Merse. Proses kondensasi memfokuskan data pada aspek penting seperti
kejelasan Informasi dan Isi Kebijakan, sementara penyajian data memudahkan
identifikasi pola hubungan antara Dukungan Masyarakat dan Pembagian Potensi.
Melalui proses tersebut, penarikan kesimpulan memberikan gambaran yang jelas
mengenai keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan dalam mendukung

tujuan Program urban farming di Kota Bandar Lampung.
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3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yang diadaptasi dari Sugiyono
(2023), di mana dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria utama untuk
menguji validitas temuan, vyaitu: credibility (kredibilitas), transferability
(transferabilitas),  dependability ~ (dependabilitas), dan  confirmability

(konfirmabilitas).

1. Credibility (Uji Kredibilitas) bertujuan untuk memastikan tingkat kepercayaan
terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, kredibilitas akan diuji melalui
beberapa cara, yaitu:

a. Perpanjangan Observasi: Peneliti melakukan perpanjangan waktu observasi
dan wawancara di lapangan guna membangun hubungan yang lebih
mendalam (rapport) dengan informan serta memperoleh data yang lebih
kaya dan valid. Perpanjangan observasi dilakukan karena kegiatan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada Juni hingga awal Agustus
2025 dilakukan di lokasi yang sama dengan lokasi penelitian, sehingga
peneliti memiliki keterlibatan lapangan yang lebih panjang. Observasi
lanjutan kemudian dilanjutkan kembali pada akhir Oktober 2025 hingga
penelitian selesai pada Januari 2026 dengan melibatkan Dinas Pertanian,
Dinas Pangan, BAPPERIDA, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) sesuai
dimensi Model Jan Merse.

b. Triangulasi Sumber: Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengecekan
data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, cara, dan
waktu. Pada penelitian ini, triangulasi sumber akan digunakan untuk
memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang
diperoleh dari berbagai aktor implementasi. Data dari Dinas Pertanian akan
diverifikasi silang dengan data dari KWT, serta Dinas Pangan,
BAPPERIDA, Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik
Mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif dan seimbang mengenai implementasi Program wurban
farming dari berbagai sudut pandang terkait variabel Jan Merse.

c. Validasi Informan (Member Check): Proses ini dilakukan dengan

mengonfirmasi kembali data atau interpretasi temuan kepada informan
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kunci. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa analisis peneliti sesuai
dengan realitas yang dialami oleh para stakeholder. Dalam penelitian ini,
member check akan melibatkan perwakilan dari Dinas Pertanian,
perwakilan Dinas Pangan, perwakilan BAPPERIDA, pengurus KWT,
pengurus Komunitas Ayo Menanam, dan Penggiat Hidroponik Mandiri
untuk memvalidasi interpretasi peneliti mengenai realitas pelaksanaan di
lapangan yang mencakup kejelasan Informasi, kesesuaian Isi Kebijakan,
tingkat Dukungan Masyarakat, dan efektivitas Pembagian Potensi, sehingga
hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Transferability (Validitas Eksternal) menunjukkan sejauh mana hasil penelitian
ini dapat relevan atau diterapkan pada konteks atau situasi lain. Agar pembaca
dapat memahami dan menilai kemungkinan transferabilitas temuan ini, peneliti
menyajikan laporan dalam bentuk deskripsi naratif yang rinci, jelas, dan
sistematis. Paparan mendalam mengenai konteks Implementasi Program urban
farming di Kota Bandar Lampung disajikan secara komprehensif, khususnya
yang berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi pelaksanaan pada setiap
indikator Model Jan Merse, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan
penelitian ini untuk konteks kebijakan serupa.

3. Dependability (Reliabilitas) mengacu pada konsistensi dan keandalan proses
penelitian, sehingga jika diulang oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama,
hasilnya cenderung serupa. Dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan
melalui proses audit oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing memeriksa
seluruh alur penelitian, mulai dari proses observasi di lapangan, penentuan
informan, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan, untuk memastikan
bahwa penelitian dilakukan secara logis, sistematis, dan konsisten.

4. Confirmability (Objektivitas) bertujuan untuk memastikan bahwa hasil
penelitian benar-benar berasal dari data yang diperoleh di lapangan, bukan dari
bias atau pandangan pribadi peneliti. Uji ini terpenuhi jika temuan penelitian
dapat dilacak kembali ke sumber datanya. Pada penelitian ini, objektivitas hasil
penelitian telah diuji dan diverifikasi melalui proses akademik yang meliputi
bimbingan intensif dengan dosen pembimbing, serta tahapan seminar proposal,

seminar hasil, dan ujian komprehensif yang melibatkan dosen pembahas.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

implementasi kebijakan urban farming di Kota Bandar Lampung, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

1.

Implementasi kebijakan wurban farming di Kota Bandar Lampung telah
berjalan dan menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam
mendorong pemanfaatan lahan pekarangan serta peningkatan ketahanan
pangan keluarga, namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan kebijakan
dilakukan melalui berbagai program seperti Mantap Bu Tani, Pelangi
Pagiku, Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), serta program lintas sektor
seperti Hunian Hijau Masyarakat (H2M). Penyampaian informasi dan
pendampingan dilakukan melalui pertemuan rutin, peran Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL), serta pemanfaatan komunikasi digital seperti
grup WhatsApp yang secara operasional terbukti mempercepat aliran
informasi dan koordinasi. Namun demikian, efektivitas implementasi masih
belum merata antar kelompok karena perbedaan tingkat keaktifan KWT,
ketergantungan pada figur penggerak, serta keterbatasan pendampingan
yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten di tingkat
pelaksana dan kelompok sasaran.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan wurban farming di Kota
Bandar Lampung terletak pada aspek desain dan implementasi kebijakan,
bukan semata-mata pada keterbatasan kapasitas atau partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KWT pada dasarnya memiliki
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kemauan dan partisipasi yang cukup baik, namun pelaksanaan wurban
farming belum didukung oleh regulasi formal yang secara khusus mengatur
substansi, mekanisme, pembagian peran lintas sektor, serta jaminan
keberlanjutan program. Ketiadaan payung hukum berupa Peraturan Daerah
atau Peraturan Wali Kota menyebabkan kebijakan bersifat programatik dan
bergantung pada kebijakan teknis tahunan, sehingga rentan terhadap
fluktuasi anggaran dan perubahan prioritas pembangunan. Akibatnya,
keberlanjutan urban farming sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi,
intensitas pendampingan oleh PPL, serta kejelasan koordinasi lintas sektor.
Lemahnya aspek-aspek tersebut berdampak pada ketidakkonsistenan
pelaksanaan program, belum meratanya manfaat yang diterima kelompok
sasaran, serta terbatasnya kontribusi urban farming dalam mendukung

ketahanan pangan perkotaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa

saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait

dalam meningkatkan implementasi kebijakan wurban farming di Kota Bandar

Lampung.

1.

Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk menyusun dan
menetapkan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan urban farming,
baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota
(Perwali). Regulasi tersebut perlu memuat tujuan kebijakan, sasaran
program, mekanisme pelaksanaan, pembagian peran lintas perangkat
daerah, skema pendanaan, serta indikator keberhasilan dan keberlanjutan
program. Keberadaan payung hukum yang jelas akan memberikan
kepastian hukum, menjaga konsistensi kebijakan lintas periode
pemerintahan, serta memperkuat legitimasi pemanfaatan lahan pekarangan
maupun lahan publik perkotaan, termasuk potensi pengembangan rooftop

farming dan kebun komunitas.
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2. Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung
Dinas terkait disarankan untuk memperkuat desain implementasi kebijakan
dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman teknis
tertulis yang mudah dipahami oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). SOP
tersebut penting untuk memastikan keseragaman pelaksanaan di lapangan,
mengurangi ketergantungan pada arahan informal, serta meminimalkan
perbedaan interpretasi antar kelompok. Selain itu, perlu dilakukan
penguatan pendampingan berkelanjutan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL), tidak hanya pada tahap awal program, tetapi juga pada fase pasca-
bantuan guna menjaga konsistensi aktivitas dan keberlanjutan wurban
farming.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan
melibatkan perangkat daerah lain seperti kelurahan, kecamatan, dinas
lingkungan hidup, serta komunitas penggiat urban farming non-KWT.
Pembagian peran yang lebih jelas akan mendorong optimalisasi sumber
daya, memperluas jangkauan program, serta menghindari ketergantungan
pelaksanaan hanya pada satu instansi. Keterlibatan aktif kelurahan sebagai
ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah juga penting untuk
menjaga kesinambungan komunikasi, pengawasan, dan dukungan moril
bagi kelompok masyarakat.

4. Optimalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi
Pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp yang selama
ini terbukti mempercepat aliran informasi perlu diintegrasikan secara lebih
sistematis dalam mekanisme pelaporan dan monitoring program.
Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan
sederhana berbasis digital yang dilengkapi dengan jadwal pendampingan
rutin dan feedback yang terstruktur. Namun demikian, komunikasi digital
perlu tetap diimbangi dengan kunjungan lapangan dan interaksi tatap muka
secara berkala guna membangun kepercayaan, memperkuat pemahaman

teknis, serta menjaga motivasi kelompok sasaran.
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5. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Kelompok Wanita Tani (KWT)
KWT disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas internal melalui
penguatan kepemimpinan kelompok, pembagian peran yang jelas antar
anggota, serta pengembangan inisiatif mandiri dalam pengelolaan urban
farming. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan
pemerintah dan memperkuat keberlanjutan program. Pemerintah daerah
dapat mendukung hal ini melalui pelatihan kewirausahaan, pengolahan
hasil, serta fasilitasi akses pasar agar urban farming tidak hanya berorientasi
pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga bernilai ekonomi.

6. Saran bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan
urban farming dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed
methods) guna mengukur secara lebih objektif dampak kebijakan terhadap
ketahanan pangan keluarga, pendapatan rumah tangga, dan kualitas
lingkungan perkotaan. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah yang
telah memiliki regulasi formal wurban farming dapat memberikan
pembelajaran kebijakan (policy learning) yang relevan bagi Pemerintah

Kota Bandar Lampung dalam menyempurnakan desain kebijakan ke depan.
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